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Abstrak

Program KUBE merupakan salah satu  kebijakan penanggulangan
kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan yang menckankan pada tiga aspek,
yaitu aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Implementasi
Program KUBE dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksanaan, tahap pengembangan, dan tahap menjalin kemitraan.

Penelitian bertyjuan untuk pengetahui dan menganalisis tahapan
implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program KUBE di
Kabupaten Bintan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi KUBE berdasarkan variabel Edward IlI, yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sumber data berupa hasil wawuancara
terhadap delapan orang informan, observasi pada proses implementasi KUBE,
serta studi dokumentasi.

Hasil penelitiann menunjukkan bahwa dari sisi tahapan pelaksanaan,
bahwa 60% KUBE mengatami kegagalan pada tahap penumbuhan, hanya 40 %
KUBE yang mencapai tahap pengembangan, dan 10-15 % diantaranya mampu
mencapai Tahap kemitraan, Faktor penghambat yang mempengaruhi kegagalan
KUBE, yaitu: Sosialisasi program belum disampaikan secara menyeluruh kepada
anggota KUBE, Komitmen dan profesionalitas pendampingan belum terlaksana,
serta Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan KUBE yang belum ada.
Faktor lain adalah penetapan sasaran penerima manfaat program KUBE
berdasarkan BDT.

Kondisi demikian membutuhkan langkah-langkah  penyelesaian yang
konkrit berups; penetapan target dan indikator capaian KUBE, pelaksanaan
sosialisasi dan bimbingan teknis bagi anggota KUBE, sistemn pendampingan yang
profesional, serta penetapan SOP KUBE sebagai acuan dalam implementasi
program KUBE. Langkah lain yang menjadi prioritas adalah pemutakhiran data
BDT, sehingga sesuai dengan kondisi kemiskinan di lapangan.

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan, Program Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
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Abstract

The KUBE program is one of the poverty reduction policies with
empowerment approach which emphasizes on three aspects, namely institutional
aspect, social aspect, and economic aspect. The implementation of the KUBE
Program is implemented through several stages, namely the preparation stage, the
implementation stage, the development stage, and the partnership stage.

The research aims to identify and analyze the implementation stages of
poverty reduction policy through KUBE Program in Bintan Regency, and to
identify factors that influence KUBE implementation based on Edward Il
variagbles, namely communication, resources, disposition, end hureaucratic
structure. The research used descriptive resecarch method with qualitative
approach. The data sources were interviews with eight informants, observation on
KUBE implementation process, and documentation study.

The results show that from the implementation stage, 60% KUBE faileds
at the growth stage, only 40% of KUBE reached the development stage, and 10-
15% of them were able to reach the partnership stage. Inhibiting factors affecting
KUBE failure, namely: Socialization of the program has not been submitted
completely to KUBE members, commitinent and professional mentoring has not
been done, and Standard Operating Procedure (SOP) KUBE implementation that
has not yet existed. Another factor was the targeting of beneficianes of the KUBE
program based on BDT.

Such conditions require concrete steps to take the form of; target setting
and performance indicators of KUBE, implementation of socialization and
technical guidance for KUBE members, professional mentoring system, and the
establishment of SOP KUBE as a reference in the implementation of KUBE
program. Another priority step is the updating of BDT data, so as to fit the
poverty conditions in the field.

Keywords: Poverty Reduction, Empowerment, Joint Business Group Program
(KUBE)
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Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 87.717.84
Km? luas daratannya hanya 1,50 persen atau sebesar 1.319.51 Km? sate dan luas
lautnya 86.398.33 Km? (98,50 persen). Kecamatan terluas daratannya adalah
Kecamatan Gunung Kijang dengan Iuas 503.12 Km? dan Kecamatan terkecil
adatah Tambelan yaitn 169,42 Km* Kabupaten Bintan saat i terdiri dari 240
buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 bush di antaranya yang sudah dihuni,
sedanpgkan sisanys walaupun belum belum berpenghuni sebagian sudah
dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari
topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya
dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-
rawa.

Wilayah Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkepal
dengan nama paparan Kontinental yang disebut Paparan Sunda Motfologi, pulau
Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350
meter dan permukaan laut. Penonjolan puncak-puncak bukit anatara lain Gunung
Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya
merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bulkit-bukit
tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir ke arah
Utara dan Selatan dengan pola subparalel, sedangkan pola anak-anak sungainya
berpola subradial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak
lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Pada tahun 2015
di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata tercndah sebesar 24 derajat

Celcius dan tertinggi rata-rata sebesar 30 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi

72
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rate-rala tercatat sekitar 72-96 persen. Kecepatan arah angin rata-rata 18 km/jam
dengan arah angin cenderung ke Timur Laut.

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan estimasi tahun 2015 berjumlah
sebesar 153.020 jiwa, terdiri dari 39.079 rumah tangga (KK). Jumlah penduduk
laki-laki sebesar 78.824 jiwa (51,51 %) dan penduduk perempuan sebesar 74.196
jiwa (4849 %). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan
perempuan (sex ratio) sebesar 106,24. Artinya setiap 100 perempuan berbanding
dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 3,02 % lebih banyak
dibandingkan jumlsh penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami
peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat
penduduknya masih tercatat Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk
tertinggi 41.607 jiwa (27,29 %) sedangkan yang terendah adalah Kecamatan
Mantang sebesar 4.168 jiwa (2,75 %).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan

Tabun 2015
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Bintan Timur 21.564 20.043 41.607
2 | Gunung Kijang 7.285 6.084 13.369
3 | Teluk Bintan 4871 4327 9.198
4 | Toapaya 6.127 5.295 11.422
5 | Teluk sebong 9.506 8.435 17.941
6 | Seri Kuala Lobam 8.601 10.398 18.999
7 | Bintan Utara 11.363 11.381 22744
8 | Tambelan 2.620 2483 5.103
9 | Mantang 2297 1.929 4226
10 | Bintan Pesisir 4,590 3.821 8411
~ KABUPATEN BINTAN 78.824 74.196 153.020

Sumber; BPS Kabupaten Bintan Tahun 2016
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Laju Peturnbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan dari tabun ke
tehun menunjukkan angka yang fluktuatif LPP rata-rata tahun 2010 — 2014
adalah sebesar 1,63 per tahun. Sedangkan tahun 2015 LPP Kabupaten Bintan
diestimasi 1,26 % menurun dibanding tahun 2014 yaitu 1,34 %. Pertumbuhan
penduduk merupakan faktor yang dinamis dimana pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bintan yang berada di atas 6 % pada tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 disinyalir menimbulkan daya tark investasi yang pada akhirmya
berkontribusi cukup besar pada bertambahnya migrasi penduduk dan daerah lain
ke Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan.

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) atau perbandingan antara
penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (0-4
tahun ditarnbah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia
produktif (15-64 tahun). Dependency ratio Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar
52,49, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 52
usia belum/tidak produktif. Hal ini tentu saja berpengaruh pada beban keluarga

yang pada akhirnya mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

B. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bintan

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan
lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun.
Secara umum masalah kependudukan yang dihadapi adalah besammya angka
pengangguran dan kemiskinan. Dimana pada tahun 2014 sekitar 8,12 persen dari

penduduk usia kerja merupakan pengangguran. Hal ini tentu saja berpengaruh
pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Bintan.
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Ditinjan dari tingkat kemiskinan, Kabupaten Bintan masih berada di
bawah tingkat kemiskinan tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dimana
tingkat kemiskingn Kabupaten Bintan pada tahun 2015 sebesar 6,00 persen,
tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,85 persen dan tingkat
kemiskinan nasional mencapai 11,13 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan relatif lebih baik.

Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan sebanyak
17.096 jiwa atau 14,51 persen. Jumlah ini terus mengalami fluktuasi sehingga
tahun 2009 menurun menjadi 8.931 jiwa atau 7,01 persen. Jumlah penduduk
miskin kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 10.343 atau
7,27 persen, sedangkan tahun 2011 menurun menjadi 9.300 jiwa atau 6,04 persen.
Pada tahun 2012 presentasi penduduk miskin Kabupaten Bintan meningkat
sebesar 0,26 persen yaitu sebesar 6,30 persen. Meningkatnya jumlah tersebut
disebabkan tingginye angka inflasi yang mencapai 10,09 persen dan merupakan
angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Disamping itu adanya kebijakan
pemerintah pusat terkait pembatasan ekspor bahan mentah sehingga
mengakibatkan tutupnya beberape perusahaan tambang di Kabupaten Bintan.
Pada tahun 2013 presentase penduduk miskin kembali turun menjadi 6,06 persen
atau turun sebesar 0,24 persen. Pada tahun 2014 presentase penduduk miskin
kembali mengalami fluktuasi menjadi 6,32 persen dengan jumiah penduduk
miskin sebanyak 9.600 jiwa. Pada tahun 2015 presentase penduduk miskin
diKabupaten Bintan mengalami penurunan sebesar 32 pom yaitu menjadi 6,00

persen atau 9,188 jiwa,
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Penurunan jumlah penduduk miskin ini dipengarubi oleh banyaknya

program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bintan sehingga beban pengeluaran masyarakat miskin

berkurang. Hal mi juga tidak terlepas dari meningkatnya infrastruktur dan

pelayanan untuk masyarakat di segala bidang khususmya bidang pendidikan dan

kesehatan.

Berdasarkan kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS),

maka hasil SUSENAS yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten

Bintan, digambarkan proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk

Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 berikut ini.

Tabel 4.2 Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten Bintan Tahun 2015
Laju
Tabun | Pendnduk Perumbnban Penduduk | Penduduk
(Jiwa) %) Miskin Miskin
2010 142.300 298 10.343 7.22
2011 149.554 292 9300 6.04
2012 151.510 329 9.545 6.30
2013 154,616 2.10 9.369 6.23
2014 151.123 1.34 9.600 6.32
2015 153.020 1.01 9.188 6.00

Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2016

Selanjutnya

berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015, yang diklasifikasikan

sebaran data masyarakat miskin Kabupaten Bintan

datam empat desil, yaitu desil 1 sampai desil 4, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan

Berdasarkan PBDT 2015

KECAMATAN #A% WA DElsrL DEzs[L DEBSIL DE4SIL
BINTAN TIMUR 1418 6388 | 305 | 1551 | 2395 | 2137
BINTAN UTARA 764 3365 | 108 | 599 | 1180 | 1478
ig?&mm 646 3068 78 582 | 1155 | 1253
TELUK SEBONG 586 2742 | 156 | 656 | 935 | 995
TELUK BINTAN 466 1954 39 414 | 721 | 780
GUNUNG KUANG 469 2253 45 455 | 822 | 931
TOAPAYA 420 1792 71 3718 | s81 | 762
MANTANG 159 646 63 208 | 167 | 208
BINTAN PESISIR 413 1874 | 111 | 489 | 615 | 659
TAMBELAN 590 2759 | 180 | 661 | 937 | 981

JUMLAH 5.931 26841 | 1.156 | 5993 | 9,508 | 10,184

Sumber: TNP2K, Data diolah Bappeda Kabupaten Bintan tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah tangga miskin di
Kabupaten Bintan terbanyak pada desil 4 yang berjumlah 10.184 jiwa, hal ini
dapat diartikan bahwa kelompok masyarakat pada taraf rawan miskin (40 persen
tingkat kesejahteraan terendah) memiliki jumlah yang cukup tinggi yaitu 6,65 %

dari jumlah penduduk Kabupaten Bintan tahun 2015.

C. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bintan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan pencapaian daya
beli (Purchasing Power Parity) masyarakat Kabupaten Bintan yang diukur
berdasarkan pendapatan riil per kapita per tahun menunjukkan adanya

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tabun 2014 pendapatan riil per kapita
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mencapai sebesar Rp. 13.477.450,- menjadi Rp. 13.596.240,- tahun 2015. Dengan
demikian indeks daya beli penduduk Kabupaten Bintan mengalami peningkatan,
dari 79,3 poin tahun 2014 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2015. Peningkatan
ini tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi. Hal ini
tercermim dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup
terkendali.

Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang menunjukkan
kecenderungan mengalami perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi daya
beli masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan program
Peningkatan Ketahanan Masyarakat, program Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan, serta program lainnya sehingga kebutuhan dasar
masyarakat terutama masyarakat miskin dapat terpenuhi dalam rangka
mendukung daya beli masyarakat.

Dan berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangumm,.
pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (outcome)
yang menggembirakan, adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari 10.545
jiwa atau sebesar 7 34 % tahun 2010 menjadi 6,60 % atau sebesar 9.188 jiwa pada
tahun 2015.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Provinsi
Keputauan Riau terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program-
program percepatan penanggulangan kemiskipan yang dilakukan dengan (1)
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) Mengembangkan dan
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menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan

dan program penanggulangan kemiskinen.

Tiga agenda pokok program Pemanggulangan Kemiskinan Kabupaten

Bintan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 yaitu:

1) Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat Miskin/Tertinggal; yang
dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) peningkatan pelayanan
kesehatan ibu keluarga miskin, (2) peningkatan kesehatan anak (bayi) keluarga
miskin (3) perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/Desa Tertinggal
(4) pengobatan gratis bagi penduduk miskin/desa tertinggal (JAMKESDA), (5)
pemberian beasiswa bagi SMA/MA/SMK dari Keluarga Miskin/Desa
Tertinggal,

2) Program Rumah Layak Huni; melalui kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni, termasuk fasilitas jamban keluarga bagi keluarga
miskin.

3) Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin / Tertinggal, melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keluarga miskin,

Alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Bintan, disamping bersumber dari dana APBN dan dana

dekonsentrasi, juga berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD

Kabupaten Bintan, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut.
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Tabel 4.4 Jumlah Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemigkinan Berdasarkan

Sumber Pembiayaan Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2016

Sumber Dana
No | Tahun Jumlah
APBD 1 APBD II

1 2016 - 26.384.674.170 | 26.384.674.170
2 2015 28.788.290.005 14.394.145.002 43.182.435.00;
3 2014 25.255.668.171 12.627.834.085 | 37.883.502.256
4 2013 22.804.823.011 11.653.473.231 | 34.458296.242
5 2012 28.399.323.097 14.462.336.031 | 42.861.659.128
6 2011 32.042.718.480 17.169.196.840 | 49.211915.320

Sumber: Bappeda Kabupaten Bintan Tahun 2016

43323.pdf

Pada tahun 2016 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Bintan hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bintan, hal ini

dikarenakan nota kesepahaman tentang sharing anggaran untuk penanggulangan

kemiskinan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaua dengan Pemerintah

Kabupaten Bintan telah berakhir sejak bulan Maret 2015.

D. Implementasi Program KUBE di Kabupaten Bintan

Penelitian ini merupakan eksplorasi atas dua pertanyaan penelitian, yaitu

bagaimana proses unplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan serta faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi implementasi program pembinaan Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan.
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Pelaksanaan KUBE di Kabupaten Bintan sudah dimmlai sejak tabun 2002
sampat dengan saat ini. Sumber dana utama untuk pelaksanaan program KUBE
bersumber dari APBN maupun dana dekonsentrasi, sedangkan untuk dukungan
untuk operasional dan pembinaen lanjut KUBE berasal dari APBD Kabupaten
Bintan. Peneliti membatasi focus penelitian pada KUBE yang terbentuk dari
tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Bintan sebagaimana pada
tabel berikutnya.

Tabel 4.5 Dafltar KUBE Kabupaten Bintan Tahun 2010 s/d 2016

DAFTAR JUMLAH KUBE KABUPATEN BINTAN DARI TAHUN 2010 S/D 2016

TAHUN SUMEAH
O IECAMATAN | SO0 . Bl v L A0 W f"_"m . .
1_[BINTAN TIMUR w g 2 5 E ]
2 |BANTAN PESISIR 5 1 2 & 8 a
3_{MANTANG o
4 |GUNUNG KUANG 10 ? 1 1 5 2
5 [TEMK SEBONG 10 3 1 12 %
6 [BINTAN UTARA 9 i 5 ) 2 5
7 _|SERIKUALL LOBAM 4 4 2 U 6 16 12 sl
3_{rewx mnTan s 1 1 5 2 15
9 |rameeian 5 5 P ? 4
| 10 [ToAPAYA 3 15 18
JUMLAH 1) 19 55 n n ] ] w
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan melakukan
berbagai macam jenis Usaha Ekonomi Produktif, baik yang dikelola secara
bersama-sama dalam satu kelompok maupun dalam beberapa sub kelompok.
Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, beberapa jenis usaha KUBE di

Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut.

Bl
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Tabel 4.6 Daftar Jenis Usaha KUBE Kabupaten Bintan

No Jenis Usaha Jumlah

1 | Nelayan 9

2 | Warung 33

3 | Peternakan 33

4 | Perikanan darat (tambak) 10

5 | Pertanian / Perkebunan 43

6 | Kerajinan Tangan {Souvenir) 10

7 | Industri Rumahan (Olahan Makanan Ringan) 158

8 | Jasa Lainnya (Pertukangan, Bengkel, Tukang Jahit) 6
Jumlah 32

Sumber: Hasil Penelitian

produk industri rumahan yaitu sebanyak 52 %, antara lain olahan makanan ringan

berupa krupuk ikan, kripik, kue basah, maupun kue kering.

tahapan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Petwjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis oleh Kementerian Sosial RI, yang meliputi tahap persiapan, tabap
pelaksanaan, tahap pengembangan usaha dan tahap menjalin kemitraan. Proses

implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan sebagaimana dikemukakan

oleb narasumber RR Novia Ngesti sebagai berikut:
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Implementasi Program KUBE di Kabupaten Bintan mengikuti alur dan
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“Untuk alur pelaksanaan KUBE itu, yang pertama, tentunya saja ada
perencanaan atau persiapan. Habis itu, kita dapat beberapa tahapan di
dalamnya. Kemudian, setelah persiapan atau perencanaan itu sudah selesai
dilaksanakan tahapannya, baru kemudian pelaksanaan, Setelah
pelaksanaan, tentu saja, karena ini adalah program untuk pengembangan
masyarakat, jadi tidak berbenti begitu saja. Setelah dilaksanakan itu harus
ada pengembangannya lagi. Setelah dikembangkan lagi, masih ada
kegiatan lagi untuk menuju k¢ mandin adalah kita harus memiliki
kemitraan dengan dunia usaha atau dengan dinas yang lain. Seperti itu lah
alumya.”

Jawaban responden tersebut menggambarkan alur pelaksanaan program
KUBE di Kabupaten Bintan yang sudah mengacu pada mekanisme dan prosedur
yang sudah ditetapkan dan berlaku umum bagi program KUBE di seluruh
Indonesia.

Tahapan pelaksanaan KUBE berlangsung dengan segala dinamika dan
persoalan di lapangan, artinya bahwa satu KUBE dengan KUBE lain menjalani
sebuah tahapan dengan pola dan capaian yang berbeda. Satu KUBE bisa mencapai
tahap pengembangan dan tahap menjalin kemitraan dengan baik dan lancar,
namun KUBE lain bisa berakhir hanya pada tahap penumbuhan dan kemudian

tidak aktif lagi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi tahap orientasi dan observasi, registrasi dan
identifikasi, perencanaan program, pelaksanaan penyuluhan sosial dan bimbingan
pengenalan masalah serta bimbingan motivasi. Pada tahap ini keluarga miskin
dihadapkan dan dikenalkan dengan permasalahan yang mercka hadapi, sehingpga
bersama-sama mempu memikirkan dan membuat rencana-rencana tentang apa
yang akan dilakukan, dan bagaimana melakukannya, serta siapa yang akan
melakukan.
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Program KUBE sebagai program pemberdayaan masyarakat, idealnya
bersifat bottom-up, dengan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh
pelaksana dari level paling bawah yaitu Pendamping KUBE sampai dengan Tim
Teknis Kabupaten dan berjenjang sampai ke Provinsi dan Pemerintah Pusat
melalui Kementerian Sosial. Penumbuhan KUBE seharusnya lahir dar inisiatif
masyarakat miskin itu seadiri dengan difasilitasi dan dimotivasi oleh Pendamping
program. Sebelum Tahun 2014 penumbuhan Program KUBE berjalan secara
bottom-up, dimana pendamping pada masing-masing wilayah dampingannya
melakukan langkah-langkah penumbuhan KUBE dengan metode pendekatan
pemberdayaan kepada masyarakat miskin, Pendamping melakukan identifikasi
kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya diberi motivasi dan pemahaman
tentang KUBE. Kemudian dari beberapa keluarga miskin yang dimotivasi sepakat
untuk membentuk KUBE, yang akan diusulkan sebagai calon penerima program
bantuan KUBE dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dan pernyataan Pendamping

KUBE, Yufriadi, sebagai berikut:

“Mulai dari calon terbentukmnya kelompok tersebut ada 2 hal kalau menurut
saya. Satu, masyarakat yang berinisiatif membentuk KUBE itu sendir.
Kedua, inisiatf dari saya sebagai pedamping untuk menyaring atau
menseleksi masyarakat di wilayah saya yang masuk kategori orang miskin
untuk dijadiken kelompok KUBE tersebut (Hasil wawancara tanggal 1
Agustus 2017).”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tim Teknis Dinas Sosial, RR Novia
Ngesti, sebagai berikut:

“Awal mulanya adalah usulan dari bawah. Jadi, banyak sekali proposal-
proposal dari masyarakat yang masuk dan kemudian proposal itu, atau
masyarakat yang mengajukan itu, kita harus observasi duln, sepert: apa
kesungguhan mereka dalam melaksanakan kegiatan KUBE. Kemudian
diidentifikasi, apakah peserta yang mengajukan bantuan ini sudah sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Karena, selako pemilik
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anggaran, pusat juga memiliki petunjuk teknis pelaksanaan dimana ...
meliput ada beberapa kriteria yang harus kita jalankan. Jadi ite tidak bisa
lari atau lepas dari kejadian itu. Dan kemudian, ketika kita sudah
melakukan identifikasi, kemudian kita seperti ‘ok KUBE ini bisa masuk,
KUBE ini tidak’. Itu kan seperti registrasi ya bentuknya (Hasil wawancara
pada tanggal 1 Agustus 2017).”

Pada perkembangan selanjutoya tahap persiapan ini mengalami perubahan
dan kecenderungan dengan selera pemilik program, yaitu Kementerian Sosial RI.
Bahwa penetapan sasaran program dengan sistem penyampaian informasi kuota
dan alokasi program ke daerah pada awal tahun berjalan, sehingga perencanaan
awal menjadi tidak memiliki peran penting lagi. Mekanisme penetapan calon
penerima bantuan program 7-/ tidak berjalan dengan baik schingga daerah tidak
memiliki kepastian dan jaminan tentang realisasi program pada tahun berikutnya.
Langkah yang disesuaikan daerah adalah dengan menunggu kuota alokasi
anggaran program pada awal tahun, kemudian melakukan langkah-langkah
persiapan seperlunya. Tentu saja kualitas perencanaan yang dilakukan dengan
terburu-buru akan berpengaruh pada keberlangsungan KUBE selanjutnya.

Perubahan lain yang signifikan pada tahap mi adalah sistem penetapan
sasaran program, yang semula adalah berdasarkan kondisi kemiskinan riil di
lapangan, kemudian berubah menjadi penetapan yang semi fop-down. Penetapan
sasaran program dilakukan setelah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi
anggaran Program KUBE baik bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial
RI, maupun APBD Provinsi melalu dana dekonsentrasi serta APBD Kabupaten
Bintan. Penetapan sasaran program ini didasarkan pada kriteria-kriteria ramah
tangga sasaran program yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Tekmis maupun

Petunjuk Pelaksanaan Program.
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Program KUBE dengan sumber dans APBN dan dana dekonsentrasi
melalui Provinsi Kepulsuan Riau, memiliki ketentuan yang baku dalam penetapan
sasaran program, dimana kewenangan berads di tangan pemerintah pusat yaitu
Kementerian Sosial RI berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan
Dacrah yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), yang merupakan hasil pendatasn Badan Pusat Statistik
(BPS).

Rumah tangga yang menjadi sasaran Program KUBE adalah keluarga
miskin yang memenuhi 14 kriteria inti sesuai indikator yang telah ditetapkan oleh
BPS yaitu sebagai berikut:

8. Luas lantat per anggota rumah tangga rumah tangga/keluarga kurang
dari 8 meter persegi,

. Jenis lantai numah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah,

Jenis dinding rameh berupa bamboo atau papan dengan kualitas rendah,

. Fasilitas buang air besar belum ada,

Sumber air minim bukan air bersih,

Penerangan yang digunakan bukan listrik,

Bahan bakar yang digunakan kayw/arang,

Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali,

Tidak memiliki kemempuan membeli daging/susu/ayam dalam

seminggu,

Tidak memiliki kemempuan membeli baju baru sctiap ART,

. Tidak memiliki kemampuan berobat di Puskesmas/Poliklinik,
. Lapangan pekerjaan berupa petani gurem, nelayan atau pekebun,

m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD atau belum sekolah,

n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimail Rp. 500.000,-.

Kriteria lainnya adalah, berada dalam usia produktif yaitu 18 — 58 tahun (pada

MRl e D O

o WI"—-

saat menerima bantuan program), memiliki embrio usaha atau memiliki minat dan
semangat yang kuat untuk berusaha, balk secara perorangan maupun
berkelompok. Hal tersebut sebagaimana pemyataan dari informan, Roro Novia

Ngesti, S.IP sebagai Tim Teknis Program KUBE yaitu Dinas Sosial Kabupaten
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Bintan, melalui wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017, yang menyatakan
sebagai berikut:
“Sesuai dengan Juklak dan kementerian, bahwa peserta KUBE, atau calon
penerima KUBE, harus ada dalam data BDT. Itu adalah ketentuan mutlak
ya yang harus kita laksanakan di lapangan. Jadi, selain itu, selain dia harus
ada di data BDT - yaitu data kemiskinan daerah yang sudah ditetapkan
olch kementerian pusat melalui TNP2K — selain itu adalah dia usianya usia
produktif. Jadi antara 18 tahun sampai dengan 58 tahun. Selain itu, dia
harus sudah menikah Jadi tidak bisa, walaupun dia usianya produktif tapi
dia belum menikah, programnya bukan KUBE fakir miskin "
Basis Data Terpadu kemiskinan daergh diserahkan oleh Kementerian
Sosial RI ke masing-masing Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi anggaran
untuk Program KUBE. Selanjutnya Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan
validasi data di lapangan, untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih
berdomisili di wilayah tersebut atau sudah pindah, dan juga terhadap kepala
keluarga yang kemungkinan sudah lanjut usia (nonproduktif) serta meninggal
dunia. Fungsi verifikasi dan validari baru sebatas pada verifikasi keberadaan calon
sasaran program, tidak menyentuh pada aspek perbaikan dan akurasi data.
Ketepatan sasaran program sangat berpengaruh pada keberhasilan program
pada tahap selanjuinya, karena hal ini akan berdampak motivasi dan minat
anggota untuk mengembangkan KUBE. Anggota KUBE yang bergabung atas
kesadaran sendiri dan atas dorongan kebutuhan untuk bergabung, akan
menunjukkan motivasi yang tinggi untuk berkembang, namun anggota yang
hanya bergabung karena ditunjuk berdasarkan BDT, kurang memiliki motivasi
untuk untuk aktif dalam KUBE. Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Rejeki selaku

Kasubag Program Dinas Sosial Kabupaten Bintan menyampaikan sebagat berikut.
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“Kadang terkesan kita paksakan gitu, karena memenuhi syarat dari
kementerian, nah saya pikir ketika seseorang diberi bantuan tetapi
sebenamya dia tidak begitu membutuhkan bantuan itu, tentu motivasi dia
untuk memanfaatkan bantuan itu tentu tidak sama dengan seseorang yang
sangat membutubkan tetapi tidak diberi, saya pikir itu menjadi salah satu
akar mengapa dari sckian bamyak KUBE yang terbentuk itu tidak
semuanya atau harya 60 % yah yang bisa sampai saat ini bertahan (Hasil
wawancara tanggal 6 Oktober 2017).”

Fakta yang ada di lapangan adalsh bahwa tingkat akurasi data kemiskinan
yang tertuang pada BDT masing belum valid, hal ini diketahui dan tingginya
komplain masyarakat terhadap pemberiakuas BDT dalam penetapan sasaran
program. Terdapat keluarga miskin yang tidak berhak mendapat program
penanggulangan kemiskinan baik melalui KUBE maupun program lain,
dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam BDT. Sebaliknya terdapat keluarga
yang sudah masuk kategori mampu, pamun mendapatkan program
penanggulangan kemiskinan seperti KUBE, PKH, Rastra dan sebagainya, karena
mereka terdaftar dalam BDT. Hal ini sesuai dengan pemyataan beberapa
infooman, antara lain RR Novia Ngesti, dari Tim Teknis Dinas Sosal, sebagai
berikut;

“Qk, kalau bicara kita masalah BDT, itu sangat banyak permasalahan di
dalamnya. Karena BDT ini, yang mengelola atau mengeluarkan data,
awal mulanya adalah melatui proses BPS. Setelah BPS kemudian diolah
TNP2K ya - Tim Penanggulangan Kemiskinap. Nah kamudian
ditetapkan. Kalau penggunaan BDT imi, kita sudah diatur, bahkan diatur
dalam undang-undang. Undang undang tentang penanganan fakir miskin,
bahwa untuk penanganan fakir miskin kita wajib menggunakan data
BDT. Tetapi memang pada kenyataannya, di lapangan, data BDT mi
tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Masih banyak miss-miss
atau selisih-selisih, dimana sebenarmya orang yang sudah tidak layak lagi
masuk data BDT masih berada di dalam data BDT. Dan anggota
masyarakat lain yang berada di luar data BDT, padaha! dia kondisi

perekonomiannya di bawah garis kemiskinan itu belum masuk data BDT
(Hasil wawancara tanggal 1 Agustus 2017).”
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Hal senada juga disampaikan oleh informan Yufriadi, Pendamping KUBE,
melalui wawancara pada tangpal 4 Agustus 2017, sebagai berikut:

“Apalagi dengan aturan sekarang yeng masuk pada BDT va. itu saya
mengalami kesulitan , karena jujur saja ada yang di luar BDT sebenarmnya
layak dibantu, ada yang sudah di BDT mereka sudah nggak layak dibantu.
Jadi kalau cenderung 100% mengacu pada aturan, aman mungkin dari segi
administratif tapi dari segi hati nurani saya nggak sanggup.”

Upaya untuk meningkatkan akurasi BDT sudah dilakukan oleh
Kementerian Sosial RI, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada
Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data BDT setiap enam
bulan sekali, yaitu melalui forum musyawarah desa dan kelurahan. Namun pada
pelaksanaannya, hal int masih sulit untuk diterapkan, karena mekanisme
perubahan data yang cukup rumit. Sebagaimana disampaikan oleh informan Sri
Rejeki, Kasubag Program Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dalam wawancara
tangpal 6 Oktober 2017 sebagai berikut:

“kesulitan kami sebenarnya dengan kewenangan yang dibenkan oleh pusat
untuk memveri-vali, ketika kita ini sudah coba lakukan yaitu veri-vali data
ini, ketika kita sampaikan ke pusat ternyata masih banyak aturan-aturan
yang harus kita lakukan/ikuti dan tetap berpatokan kepada mereka. Ketika
ini data kita veri-vali, mereka yang akan meng-entry-nya ke dalam sistem,
jadi tidak ada jaminan data yang kita verivali ini akan terakomodir ke
dalam data BDT untuk penetapan BDT tahun benikutnya. Jadi kan dilema
ini untuk pemerintah daerah, kita sudab dengan desa kecamatan berkoar-
koar, kita akan melakukan verivali data kemiskinan, semua
bergotongroyong melakukan veri-vali ini, selesai dalam waktu satu bulan,
kita kirim ke pusat, yah disana ya seperti itu, jadi sepertinya mereka hanya,
menurut saya hanya sih ya hanya menyenangkan hati sesaat aja, supaya
mereka tidak disalahkan, mereka hanya mencari pembenaran din, tapi ya
gitu, sudah berapa kali data kami usulkan sesuai dengan format yang
mereka berikan itu, tapi belum pernah diakomodir.”

Pernyataan dari beberapa informan tersebut menggambarkan pemahaman

yang sama atara Tim Teknis Dinas Sosial maupun Pendamping KUBE tentang
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mekanisme dan proses penetapan sasaran Program KUBE. Berdasarkan paparan
tersebut, diketahui bahwa proses penetapan sasaran program adalah bersifat rop
down, yaitu Kementerian Sosial menyampaikan data BDT dari TNP2K kepada
Kabupaten/Kota untuk selenjutnya diverifikasi dan divalidasi menjadi calon
penerima  Program KUBE. Proses ini menjadi kendala pada tataran
impiementasinya, dimana inclusion error dan exclusion error BDT masih cukup
signifikan, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi Pendamping KUBE maupun
Tim Teknis dalam proses seleksi. Di sisi lain tingginya komplain masyarakat
maupun aparat desa/kelurahan terhadap penctapan sasaran program, karena tidak
sesuai dengan kondisi kemiskinan di witayahnya.

Langkah selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi data BDT
kemudian dikinm ke Kementerian Sostal atau Dinas Sosial Provinsi untuk dana
dekonsentrasi untuk dilakukan penctapan sasaran penerima bantuan program
sesuai hasil laporan tim verifikasi dan validasi. Pada tahap ini calon penerima
program yang telah diverifikasi belum diberikan pemahaman tentang KUBE,
sampai ada SK penctapan dari pemilik anggaran, untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya perubahan lokasi den alokasi anggaran, yang sering

menimbulkan kekecewaan dari calon penerima bantusn program.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan langkah selanjutnya setelah sasaran penerima
program KUBE ditetapkan melalui Surat Keputusan dari pemilik anggaran.
Beberapa kegiatan yang dilakukan pads tahap ini sntara lain: rekrutmen
pendamping, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan stimulan

permodalan KUBE. Kementerian Sosial RI memiliki tiga direktorat yang
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fenangani  permasalahan  kemiskinan dengan  pendekatan wilayah, yaitu
Direktorat PFM Perkotaan, Direktorat PFM Perdesean, dan Direkiorat PFM
Pesisi . i , .

estsir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. Ketiga Direktorat
tersebut memiliki kesamaan secars umum, namun pada tahap pelaksansan juga
memiliki perbedaan satu dengan yang lain.

Pada tiga direktorat tersebut memiliki ketentuan dan mekanisme yang
sama dalam hal pendampingan, dimana sebelum penetapan sasaran penerima
bantuan, dilakukan seleksi pendamping program, yang akan Dbertugas
mendampingi KUBE mulai tahap perencanasn yaity penyusunan proposal,
mendampingi KUBE dalam menjalankan UEP maupun kelembagaan serta
kegiatan sosial, sampai dengan mendampingi KPM dalam membuat laporan
pertanggungjawaban keuangap maupun laporan rutin lainnya. Pendamping
memiliki peran penting dalam keberlangsungan KUBE. Kinerja pendamping juga
sangat mempengaruhi kinerja KUBE dampingannya, hal ini disampaikan oleh RR
Novia Ngesti, sebagai berikut:

“Ya. Tentu saja ini berpengaruh sekali dengan kunjungan dan keberhasilan

dari Kelompok Usaha Bersama itu sendin. Ketika pendamping tidak aktif

dalam mendampingi, masyarakat tentu gkan merasa bahwa dia ketika
diberikan bantuan dia merasa diabaikan, itu dia melemah. Jadi, semangat
pada awal mercka mendapatkan sosialisasi bahwa bantuan Kelompok

Usaha Bersama seperti ini, seperti ini, setelah mendapatkan sosialisasi,

mereka memiliki semangat yang tinggi. Tapi ketika pendampingnya

sendini tidak bisa memberikan perhatian yang lebih atau yang cukup
kepada KUBE, tentu saja KUBE akan melemah. Dengan melemahnya
semangat itu tadi, tentu saja akan melemah juga pelaksanaan program dan
tingkat keberhasilan KUBE juga akan secara otomatis akan menurun.

(Hasil wawancara tanggal, 1 Agustus 2017)”

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ini dilakukan kegiatan sostalisasi
dan binbingan teknis. Bimbingan teknis adalah kegiatan peningkstan

keterampilan dean kemampuan KPM yang berkaitan dengan penataan
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kelembagaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial, dan pengelolaan usahs
ekonomi KUBE. Kegiatan ini sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan
anggota KUBE dalam pengelaolaan KUBE, dengan pendidikan yang rendah,
pengalaman yang terbatas, wawasan terbatas, dan berbagai keterbatasan lain yang
melekat pade diri anggota KUBE. Secara umum kegiatan sosialisasi dan
bimbingan tekmis diserahkan kepada kabupaten/kota, sehingga terlaksananya
kegiatan ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran di daemh. Dengan
demikian ada kemungkinan penyaluran bantuan stimulan tidak didahului dengan
pembekalan KPM melalui sosialisasi atau bimbingan teknis.

Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi sasaran penmerima program
merupakan pembekalan bagi penerima manfaat program tentang hakekat KUBE,
hak dan kewajiban scbagai anggota KUBE, penjelasan tentang aspek
kelembagaan, ekonomi dan aspek sosial KUBE, bimbingan tentang pemilikan
Jjenis usaha, serta bimbingan teknis mengenai cara mengelola UEP dalam KUBE,
mengendalikan kualitas produk, pengembangan usaha dan menjalin kemitraan,
Bimbingan Teknis nelibatkan stakeholder yang berperan dalam pembinean
KUBE seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Perikgnan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas lain yang berkaitan
dengan jenis usaha yang akan dilakukan olek KUBE.

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penerima
manfaat program akan mempengaruhi kemampuan pengelolaan KUBE ol¢h
anggotanya di kemudian hari. Gambaran tentang kondisi pelaksanaan sosialisasi
dan bimbingan teknis ini disampaikan oleh Kasubbag Program Dinas Sosial, yang

merasa bahwa pelaksanaannys belum dapat menyentuh secara keseluruhan
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anggota KUBE, baru sebatas pengurus dan dengan waktu yang singkat, dapat
dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut;

“Ketika kementerian memberi pro . T
) nem gram, ada juga disosialisasikan k
calon penerima, tetapi misalnya peserta 50 yang bisa difesilitasi Efﬁ;‘:
ketua dan bendahara atau sekretaris, jadi tidek semua sasaran inj
o e : ini
mengikuti sos:ghsasn dan kita udak begitu_begitu.. apakah npanti

Peﬂglrcll':ls yang ikut sosialisasi ini akan memberi atau mentransfer ilmy

Z:;g peroleh ke anggota yang lain, sehingga ini juga menjadi salah

satu kendalanya mengapa mereka tidak berkembang, terus ini bimbingan

i juga kan kesannya dengan waktu yang sangat singkat, jadi sekedar

;nepsosmll.:mm'k!nlkubc ifu mt, togas ibu-ibu ini, jadi kalaw diberi wakty

agl Seperti penjelasan, cara-cara membuat laporan, itu perfu juga, apa
gunanya berkumpul dalam kube, itu sepertinya belumnlah. Walsupun dari
pemenintah dacrah scbenamya sedapat mungkin menyediakan dana
anggaran yang terbatas schingpa tidak sermm bisa tercowver. (Hagil

wawancara timggal 6 Oldober 2017)”

Alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang
belum dapat menjangkau seluruh anggota KUBE kemudian diatasi dengan
memberikan pembekalan yang intensif kepada para pendamping, sehingga
diharapkan pendamping akan melakukan fungsi sosialisasi kepada masing-masing
KUBE dampingannya melalui pertemmuan rutin KUBE. Hal ini sebagian berjalan
dengan baik, namun sebagian pendamping tidak melakukan tugas ini sebagaimana
mestinya. Sesuai dengan penjelasan Yufiadi, Pendamping KUBE menyampaikan
sebagat berikut:

“Sudab terkumpulkan calon kelompok tersebut, saya akan

menyampaikan sosisalisasi awal tentang KUBE kepada mereka. Itu yang

sangat penting menurut saya, agar mercka tidak salah pabam atsu
mispersepsi tentang apa itu KUBE, apa tanggung jawabnya dan apa
tyjuan membentuk KUBE, Jadi sebelum bantuan tuwrun atau sebelum
mereka terbentuk menjadi  KUBE, mereka sudah paham akan
konsekuensi mereka dalam kelompok tersebut. Kadangkala ada yang
sudah saya sosialisasi, mereka malah bubar. Jadi tidak sanggup dengan
apa yang saya sampaikan, beban yang akan mereka tanggung selain dan

hak yang akan mereka dapatkan. (Hasil wawancara tanggal 4 Agustus
2017y
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Kegiatan pokok dalam tahap pelsksangan adalah penyaluran bantuan
kepada KPM, penyaluran bantuan stimulan permodalan ini dilakukan secara
berkelompok dan dengan jumlsh yang disesuaikan dengan jumlah anggota.
Anggota kelompok berkisar antara 7 sampai dengan 10 orang, dimana masing-
masing orang mendapatkan 2 juta rupiah untuk modal ussha yang bisa dikelola
secara berkelompok maupun sub-sub kelompok berdasarkan jenis usaha yang
ditekuni. Alokasi bantuan per kelompok berkisar antara 14 - 20 juta rupish,
sebagaimana disampaikan oleh RR Novia Ngesti, sebagai berikut:

“Penumbuhan dari kementerian baik secara langsung maupun melalui

dana dekon sebesar 20 juta per kelompok. Atau, 1 kelompok kan 10

orang, bisa dikatakan 2 juta per orang. (Hasil wawancara tangpal 1
Agustus 2017)”

Besaran bantuan tersebut dinilai sudah mencukupi untuk jenis usaha
kecil yang dikelola oleh KUBE, yang terpenting adalah keseriusan dan
kedisiplinan dalam mengelola usaha. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh RR
Novia Ngestt, yaitu:

“Dana ini cukup., Cukup untuk penumbuhan usaha, asal dijalankan

dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin dan tekun. Karena dana

sebesar 2 juta per KK ini, kami rasa juga dari kementerian sudah dikaji
secara mendalam kenapa kok sampai muncu! angka 2 juta ini. Jadi,
sepertinya ketlka apa yang sudah dilakukan, cukup untuk membuat
sebuah usaha mtuk stimulan. Karepa bantuan KUBE ini adalah juga
bantuan stimulan, dimana dia sebagai perangsang atau scbagai dana
dimana ketika masyarakat mendapatkan dia memiliki semangat tinggi
sehingga dengan itu lah bisa digunakan sebagai dana stimutan. Jadi, dia

pun, jika ada dana-dana lain yaog bisa dia gunakan, akan dia masukkan
untuk usaha itu. (Hasil wawancara tanggal 1 Agustus 2017)”

Pengelolaan usaha dalam KUBE pada awalnya adalah secara
berkelompok, namun kemudian dilakukan penyesuatan dengan membent pilihan
kepada anggota untuk mengelola UEP secara perorangan, namun masih dalam

ikatan kelompok maupun secara kelembagaan dan sosial. Masing-masing
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memiliki kelemahan dan kekuatan, sebagaimana disampaikan Pendamping
KUBE, Yufiiadi, sebagni berikut:

“Ada 2 macam KUBE menurut saya Ada 1 KUBE yang mempunyai 1
usaha yang diberdayakan oleh 10 orang, dan ada 10 orang yang
mempunyai usaha masing-masing. Dua-dua mempunyai kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Bagi 1 usaha yang diberdayakan 10 orang,
suniikan modal awal yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas
Sosial akan terasa sangat bermanfaat atau efeknya terasa. Namun untuk
menjaga, membangun sifat kesetinkawanan sosial mereka agak susah,
karena juga disitu tergantung dari persentase bagi hasil, rajin tidak
rejinnya kerja anggots. Jadi akan menimbulkan yang namanya
kecemburuan sosial terhadap banyak sedikitnya tanggung jawab mereka,
Jjuga dengan bagi hasil. Jadi dari 2011 sampai 2017 ini, ada KUBE saya
yang 1 usaha 10 orang, itu dari segi hubungan kesetiakawanan sosial
mereka agak kurang. Tapi dari segi usahanya bagus. (Hasil Wawancara
tanggal 4 Agustus 2017)"

J. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan memerlukan strategi sehingga KUBE tidak berjalan
di tempat melainkan mengalami perkembangan yang terarah dan terukur.
Perkembangan usaha tidak hanya berpengaruh pada keberlangsungan KUBE,
namun dapat mendatangkan kesejahteraan bagi anggota, baik secara sosial,
kelembagaan maupun ekonomi. Kondisi perkembangan KUBE di Kabupaten
Bintan dijelaskan oleh Tim Teknis Dinas Sosial Kabupaten Bintan, RR Novia
Ngesti, sebagai berikut:

“Jadi, dari angka 302 ini, cukup banyak juga yang sudah berkembang.
Berkembang ini dalam artian bahwa KUBE ini mampu mengembangkan
potensi. Peningkatannya baik berupa secara sosial, ekonomi dan
kelembagaan. Jadi istilahnya, secara sosial itu, misalnya anggotanya dari
10 orang dia bisa merekrut tambahan anggota lagi. Itu diperbolehkan. Jadi
orang-orang yang membutuhkan dana atau ingin bergabung dengan KUBE
itu diperbolehkan untuk bergabung, sepanjang dia mau mengikuti aturan
dalam kelompok. Nah kemudian dari sisi kelembagaannya, mungkin dari
anggota yang tadinya hanya, strukturnya hanya ketua, anggotn, sekretaris
dan bendahara, kemudian ada tugas lam seperti misalnya sudah ada
pembagian bidang pemasaran, pengepakan dan sebagpinya. Atau, tugas
pokok pekerjaan mereka dalam KUBE itu sudah terbagi dalam skala kecil
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tadi. Kemudian, selain itu, dari segt ekonomi, terdapat peningkatan
pendapatan dani anggota KUBE itu sendiri. (Hasil wawancara tanggal 1
Agustus 2017)”

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pendamping dalam memfasilitasi
pengembangan usaha KUBE, salah satunya dengan memperluas jangkauan
pemasaran, schagaimana disampaikan oleh Pendamping KUBE, Yufniadi, sebagai
berikut:

“Sudah kita lakukan juga, 2 KUBE sudah masuk pada minimarket
seputaran wilayah kami. Namun tujuan akhir menurut saya bukan itu saja.
Kalau hanya seckadar menyampaikan produk kepada mimmarket atau
supermarket tapi hasilnya nggak maksimal kan percuma juga. Jadi
kebetulan di wilayah saya dekat kawasan industri. Jadi pasar yang sangat
bagus kalau kita masuk ke dacrah sana. Alhamdulillah memang rata-rata
konsumen mereka adalah pekerja-pekerja di kawasan industri. Jadi untuk
memaksakan mereka untuk kemasan yang bagus, tampilan yang cantik,
dengan label bagus, tidak dibutuhkan sangat kalau untuk masuk ke
konsumen yang di daerah kawasan industri. (Hasil Wawancara tanggal 4
Agustus 2017)”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendamping KUBE, Abdul Hamid,
masih berkaitan dengan upaye pemasaran produk KUBE dengan melihat peluang-
peluang pasar di lingkungan sekitar, yaitu:

“Ya. Kemarin saya pemah arahkan, ada 1 kelompok yang agak sulit untuk

pemasaran. Dia kan jual di rumah, saya bilang disini kan ada kedai, coba

salah satn jalan kita tanya ke wanmg itu bisa ndak nitip barang disitu.

Akhirnya sudah ada masuk ke wanmg, sudah ada jalan keluarmnya (Hasil

wawancara tanggal 4 Agustus 2017)”

Masih tentang perluasan jangkauan pemasaran, selanjutnya Impi Rusnita,
Pendamping KUBE Bintan Pesisit dalam wawancara tanggal 4 Agustus
menyampaikan bahwa

“Di Kijang itu yang pertama ada Minimarket Superjet, minimarket yang di

daerah Korindo dekat Batu Duaputub, sama di Welkam. Sudah 3
alhamdulillah
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Strategi lain yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya pengembangan
KUBE adalah dengan meningkatkan kualitas kemasan sehingga menarik minat
beli konsumen, hal ini disampaikan oleh Pendamping KUBE, Impi Rusnita dalam
wawancara tanggal 4 Agustus 2017, sebagai berikut:

“Akhir tahun kemarin kami juga sudsh lebih memperbaharui kemasan.

Kami bekerjasama dengan klinik kemasan Perindag, punya propinsi.
Alhamdulillah sudah menarik dan bagus.”

Pendamping KUBE lainnya, Yufriadi membuat pola yang berbeda untuk
kemasan yang disesuaikan dengan konsumen, yaitu dalam wawancara sebagai
berikut:

“Ya, Cuma ke klinik kemasan mercka kalau ada mau masukkan ke

supermarket. Jadi ada 2 macam konsumen mereka. Kalau untuk ke

kawasan industri, pasar lokal, mereka kemasannya biasa saja. Pakai hand-

sealer. (Hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2017)”

Upaya pengembangan usaha KUBE juga dilakukan dengan menambah
jenis dan variasi produk jrang dihasilkan, sebagnimana disampaikan oleh Impi
Rusnita berikut imi:

“Rata-rata kerupuk ya, jadi saya lebih ingin menampiikan produk yang

lebih bervariasi selain kerupuk. Saat inmi kita kembangkan namanya

Kemupuk Otak-otak. Jadi agak sedikit beda. Setelah itu, dalam

pengembangan kita memasarkan. Saya juga sudah kerjasama sama teman

TKS disana, SP3 sana. Kita melakukan pemasaran bersama di luar Desa

Mapur, tepatnya di minimarket atau swalayan kecil di daerah Kijang Kota.

(Hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2017)”

Berbagai upaya dilakukan pendamping untuk mengembangkan KUBE
dampingannya, terutama dalam pengelolaan UEP. Kreativitas dan inovasi
pendamping sangat dibutuhkan untuk proses pengembangan tersebut.
Sebagaimana disampaikan pendamping program, Yufriadi dalam wawancara

tanggal 4 Agustus juga menyampaikan hal yang sama, yaitu:
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“Ya, betul. Dari awal mereka buat dulu Curna isi 1 warung dengan kualitas
kue dan dengan kualitas kemasan yang biasa, setelah dia di KUBE mulai
tahu dengan kemasan bapus, komposisi yang bagus. Kadang saya
koordinasi dengan KUBE yang lain. Artinya ‘kalau kayak gini sebenarnya
enak, tapi kacangnya kurang garing, ayo kita cari sumbernya.’ Jadi kadang
saya bawa salah satu kelompok ke tempat lain. Jadi kesimpulanmya,
peningkatan usahanya sudah baik kualitas. Pemasarannya sebenarnya
sudah meningkat dari sebelummnya, Cuma namamya usaha kan tak ada
batas.”

Pengembangan KUBE tidak terlepas pada kegiatan usaha ekonomi
produktif saja, akan tetapi juga dalam aspek lain seperti aspek kelembagaan dan
aspek sosial. Sebagian KUBE telah berkembang dengan baik dalam ketua aspek
tersebut, dimana beberapa KUBE telah berkembang menjadi embrio koperasi
dengan mengembangkan kegiatan simpan pinjam dalam kelompok. Dengan unit
kegiatan ini, anggota memiliki akses untuk pengembangan modal usaha dan
kebutuhan konsumtif lainnya, sehingga perlahan-lahan mulai lepas dari kebiasaan
meminjaun pada bank keliling atau rentenir. Hal ini diungkapkan oleh Abdul
Hamid, sebagai berikut:

“Sudah. Menjadi simpan-pinjam. Bahkan simpan-pinjam kelompok itu,
yang dikeluarkan dari kelompok, akhimya ada salah satu warga yang
butuh uwang mau mengadu kesana keman susah, akhirnya dia coba
mengadu ke kelompok. Tapi disitu dia direkrut. Yang penting warga sini,
walau bukan keluarga KUBE, dipnjamkan ke keluarga itu.
(Hasilwawancara tanggal 4 Agustus 2017)”

Berkaitan dengan pengembangan KUBE, Tim Teknis Dinas Sosial
menyampaikan pendapat sendiri dengan melihat beratnya tantangan dalam upaya
pengembangan KUBE, terutama rendahmya dukungan dan Dinas Teknis terkait
lain yang memiliki keterkaitan dalam pembinaan KUBE. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara dengan RR Novia Ngesti pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagai

berikut:
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“Ya, jadi untuk pembuatan legalitas usaha dari KUBE home industry ini
memang sangat diperlukan berkaitan dengan promosi dap promo pasaran
dan produk KUBE itu sendiri. Tetapi kerjasama yang kami jalin dengan
Dinas Koperasi dan Perindag itu memang seperti kami bilang tadi, kurang
berjalan dengan maksimal. Sehingga kelompok-kelompok usaha yang kita
rujukkan untuk medapatkan bantuan atau legalitas hasil produk mereka

dengan menggunakan dana dari program pemerintah ini sangat minim.
Jadi ketika kita memberikan data KUBE home industry kita kepada Dinas

Koperasi Perindagkop untuk dilakukan penyuluhan ketahanan pangan

sebagai syarat untuk mendapatkan PIRT, itu hanya 10 % yang diakomodir.

Dan ini jauh dari cukup untuk memberikan legalitas kepada Kelompok-

kelompok Usaha Bersama yang merniliki jenis usaha home industry.”
4. Tahap Menjalin Kemitraan

Kemampuan mengembangkan kemitraaq merupakan tahap puncak dari
perkembangan KUBE. Pada tahap ini KUBE telah mampu membangun jejaring
dengan pihak lain untuk meningkatkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi
dan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan dalam bal ini
merupakan sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama
yang solid, Berjangka panjang, saling percaya, dan dalam kedudukan yang setara.

Dari sekian banyak jumlah KUBE di Kabupaten Bintan, tidak seluruhnya
dapat mencapai tahap ini, bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja,
sebagaimana disampaikan oleh RR Novia Ngesti, pada wawancara tanggal 1
Agustus 2017, bahwa dari 302 KUBE bisa dipastikan sekitar 15 — 20% sudah
bermitra dengan dunia usaha yang lain.

Kemiiraan dapat terjalin antara dua belah pihak apabila ada peluang untuk
saling memberikan keuntungan satu sama lain. Dalam hal ini KUBE harus mampu
menawarkan peluang keuntungan bagi pihak mitranya sehingga mendapat
kepercayaan (frusf), kemudian KUBE akan memperoleh keuntungan dan

hubungan tersebut. Kesulitan membangun jalinan kemitraan ini disampaikan oleh

Pendamping KUBE, Yufriadi pada wawancara tanggal 4 Agustus 2017, yaitu:
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“Itu memang (crus terang agak sulit saya merealisasikan di lapangan.
Sudah ada yang sudah berjalan, cuma tidak maksimal saya rasa hal
kemitraan itu. Yang sudah seperti Agro Jamur yang saya sampaikan,
mereka butub tenaga, tempat, jadi bisa memberdayakan KUBE yang lain
bahkan di luar daerah yang cocok dengan usaha mereka. Terus, seperti
KUBE Bina Karya, mereka punya “epok-epok mini”, mereka buat abon,
abomnya bisa mereka jual dengan KUBE lain yang produksinys seperti
risol, tahu dan segala macam. Jadi kemitraan saling membutuhkan. [tu saja
yang bisa saya lakukan sekarang.”

Selanjutnya partisipan menyempaikan bahwa kemitraan tidak saja terbatas
pada dunia usaha, namun perlu membentuk jejaring dengan lembaga
pemerintahan lainnya, seperti Dinas Koperasi dalam hal penguatan modal usaha
KUBE sechingga dapat berkembang lebih luas, baik kuantitas maupun kualitas
produk. Ketika peneliti menanyakan, “Apakah kemitraan dengan koperasi tadi
termasuk kebutuhan krusial di saat mi?” partisipan Yufriadi menjawab sebagai
berikut:

“Kalau saya bilang, krusial. Karena KUBE Rizki itu sudah bagus. Kita

juara 2 Kabupaten, produk mereka juga unggulan, sudah sampai ke Jakarta

juga. Di saat mereka simpan-pinjamnya lagi bagus, saya suntikkan lagi
untuk koperasi. Saya tidak tahu bawmyak tentang koperasi, Cuma dari
informasi yang saya sampaikan kita bisa kembangkan usaha, kita bisa
punya outlet sendin, nak bikin apa bisa. Karena koperasi berbadan hukum,
kita gampang untuk mencari modal. Mereka semua semangat.
Terbenturnya karena kita berangkat dani KUBE yang rata-rata oranp

tniskin, tidak matching dengan pola pikir dari dinas lain. (hasil wawancara
tanggal, 4 Agustus 2017)"

Jawaban beberapa responden menggambarkan bahwa KUBE yang
sampai pada tahap menjalin kemitraan ini masih kecil jumlahnya. Keahlian dan
kreativitas pendamping dan pengurus KUBE sangat dibutuhkan untuk
memfasilitasi kelompok dalam meningkatkan kemampuan membangun jejaring
dengan dunia usaha, serta pihak-pihak lain yang dapat memeberikan dukungan

bagi kemajuan KUBE.
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3. Indikator-indikator Keberhasilan KUBE

Indikator secara umum dapat diartikan sebagai ukuran, karakteristik, ciri-
ciri, yang menggambarkan adanya perubahan dari kondisi awal dan kondisi
setelah adanya perlakuan atau tindakan, yaitu melalui program yang dilaksanakan.
Menurut WHO, indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur
perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Buku Petunjuk Pelaksanaan Program KUBE yang dikeluarkan oleh Kementerian
Sosial RI, menetapkan beberapa variabel yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam
menilai perubahan-perubshan yang terjadi pada magyarakat miskin penerima
manfaan program KUBE.

Program KUBE sebagai salah satu bentuk kebijakan penanggulangan
kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan, mengedepankan tiga aspek
perubahan yang ingin dicapai, yaitu aspek ekomomi, aspek kelembagaan, dan
aspek sosial. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat
beberapa variabel yang ditetapkan untuk menggambarkan  keberhasilan
pelaksanaan program, antara lain:

a. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin.

b. Meningkatnya kemandirian usaha ekonomi keluarga miskin.

¢. Meningkatuya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan dasar dan
fasilitas pelayanan publik.

d. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota KUBE di dalam
masyarakat.

¢. Meningkatnya ketahanan sosial keluarga anggota KUBE dalam mencegah

masalah-masalah sosial dan kemiskinan.
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Berkaitan dengan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program
KUBE di Kabupaten Bintan, beberapa responden memberikan jawaban yang
berbeda, namun menggambarkan kondisi yang relatif sama, di antaranya yaitu RR
Novia Ngesti, pada wawancara tanggal 1 Agustus 2017, menyebutkan bahwa:

“Dari 297 KUBE yang aktif itu, sebanyak 90 % menyatakan bahwa

mereka memiliki, mendapatkan manfaat positif yang sangat besar dengan

tergabung dalam kelompok KUBE ini. Jadi, memang ada perkembangan
signifikan bahwa pendapatan mereka jadi meningkat juga, berdasarkan
dari hasil pembinaan kami.”

Lebih lanjut peneliti menanyakan, “Apakah sejauh mi, hasil KUBE ini
sudah dapat dijadikan mata pencaharian utama atau masih sebatas pencaharian
untuk tambahan?” Responden tersebut menyampaikan:

“Jadi dari 297 KUBE in, 70 %-nya adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah

ketika ibu-ibu ramah tangga, dia adalah pencari nafkah tambahan. Jadi

KUBE ini memang kalar di dalam keluarga dijadikan sebagai nafkah

tambahan, tetapi bagi ibu-ibu itu sendiri dijadikan sebagai nafkah utama

untuk mendapatkan penghasilan. Nah kalau yang bapak-bapak, rata-rata
mereka adalah nelayan atan budidaya ikan. Jadi dari bapak-bapak ini, ada

10 % mereka memang KUBE imilah hasil tambahan untuk mendapatkan

mata pencaharian.”

Pendamping KUBE Abdul Hamid, pada wawancara tanggal 4 Agustus,
peneliti menanyakan, “Apakah menurut pengamatan Hamid sebagai pendamping,
untuk KUBE khususnya yang aktif, ada peningkatan kualitas kesejahteraan
keluarganya?” Yang dijawab oleh pendamping sebagai berikut:

“Kalau secara fil! itu belum, tapi secara pelan sudah mulai. Kalau dulu 1

sekarang mulai meningkat ke 2. Memang tak secara apa itu. Dengan

jumlah 20 juta per kelompok kan kita inau loncat terlampau tinggi kan tak
mungkin. Tapi mulai merangkak ke atas.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan penelitian kepada Yufriadi,
Pendamping KUBE, pada tanggal 4 Agustus 2017, ketika peneliti mengajukan

pertanyaan berikut: “Kalau kita bicara program, menurut pandangan Pak Yupri
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sebagai pendamping, kira-kira program KUBE ini bisa nggak dijadikan sebagai
program unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga?” Jawaban
partisipan, Yufiadi:

“Saya rasa bisa. Tapi dalam tanda kutip. Kita poles. Karena itu yang saya
sampaikan di Rakor. Selama ini kita jalankan, betul yang kami rasakan.
Kita bentuk, kita berikan bantuan, kita dampingi, tapi sampai kapan?
Endingnya apa? Terus apa lagi? Jadi itulah yang bikin lemah kelompok ini
untuk mempertahankan organisasinya. Menurut saya, kita bisa sampai ke
tujuan yang ibu sampaikan tadi, bahkan mengentaskan kemiskinan pun
mungkin bisa, kalau keroyokan. Kalau menurut saya sebenamya Dinas
Sosial cukup memberikan suntikan modal awal untuk usaha mereka. Itu
sangat bagus. Dikumpulkan, langsung serahkan ke Dinas Teknis mereka, 2
tahun langsung koperasi. Jadi mereka sudah masuk ke sosialnya
dikembangkan, teknis juga dia dapat ilmu, untuk peningkatannya koperasi
yang nangani, berbadan hukum, oke. Saya rasa sampai ke situ sudah
finish.”

Beberapa pemyataan dari anggota KUBE yang memberikan gambaran
tentang capaian implementasi program KUBE, diantaranya Ibu Emawati, Ketua
KUBE Mangga, pada wawancara tanggal 6 Oktober 2017, ketika peneliti
menanyakan tentang manfaat yang didapat setelah bergabung dalam KUBE,

sebagai berikut:

Peneliti: “Yang ibu rasakan dari bantuan modal Kube yang ibu terima itu ada
manfaatnya?”’

Informan: “Ada bu, kalau tak ada itu kan kemaren, suami sakit tidak kerja, sya
bingung, modal kurang..pas dapat bantuan saya belikan ayam nantikan saya jadi
pelihara ayam jadi telur ayam bisa dijual.”

Peneliti: ‘Jadi artinya bisa membantu.”

Informan: “Membantu itu bu, kalau tak ada itu kemaren darimana, kawan-kawan
yang lain juga kan misalnya ada bantu-bantu dari hasil jual sarapan, bikin kue-kue
kering, masing-masmg usahalah.”

Sedangkan dan sisi kelembagaan, KUBE Mangga mengalami
kemunduran, komitmen anggota mengalami penurunan, seperti terlihat pada

wawancara berikut:
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Peneliti: “dalam KUBE kana ada pengurusnya bu, ada ketua, sekretaris,
bendabaran dan anggota, masing-masing ada tugasnya, apakah berjalan?”

Informan: “ Berjalan cuman istilahnya sekarang ini kita mau ketemunya, apalagi
sekarang udah mulai ini loh bu, untuk ketemu, sibuk masing-masing, ada yang
kerja, kerja inilah sampingan masing-masing, ketemu ni kayaknya susah sekarang
ini, saya siang udah mulai disini gitu kan, siang sampai sore lah, kalau full,
kadang dan pagi bu.”

Gambaran tentang capaian program KUBE juga diperoleh melalui
wawancara dengan Lurah Tanjung Uban Kota, Helmiwati, dalam wawancara
tanggal 6 Oktober 2017, menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat KUBE
yang telah dirasakan oleh anggota KUBE di wilayahnya, sebagai berikut:

Peneliti: “Sejauh yang ibu lihat, bahwa program KUBE sebagai salah satu

program penanggulangan kemiskinan, apakah program ini bisa
meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin?”

Partisipan: “Sebenarnya iya, harasnya memang iya, dengan bantuan yang
kecil itu kan dapat terus mengembangkan usahanya. Namun kembah lagi
ke komitmen dari anggota KUBE tersebut, kalau menurut saya tentu saja,

karena itu merupakan program yang sudah diprogramkan, disiapkan dalam

mengatasi kemiskinan, untuk kelompok-kelompok masyarakat tidak

mampu,”

Indikator dari aspek sosial juga mengalami peningkatan, yaitu dengan
meningkatkan rasa kepedulian di antara sesama anggota kelompok, dan juga
partisipasi anggota KUBE dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya.
Wawancara dengan staf Kelurahan Kijang Kota, Kurniawan, pada tanggal 10

Oktober 2017, sebagai berikut:

“Alhamdulitlah KUBE-KUBE yang ada di Kelurahan Kijang Kota ini
sudah dikenal luas oleh masyarakat, mercka aktif dalam kegiatan gotong
royong, sesama mereka juga nampak kompak kalau ada kejadian, entah itu
ada yang sakit atau rewang kalau ada yang hajatan baiklah nampak ada
peningkatan, ada satu dua tak aktif itu biasalah ya”
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Jawaban dari beberapa partisipan menggambarkan capaian indikator
keberhailan program KUBE dari aspek ekonomi sudah memberikan kontribusi
bagi peningkatan pendapatan keluarga, namun masih sebatas penghasilan
tambahan, dan belurn dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian pokok.
Namun demikian, adanya penghasilan tambahan tersebut berpengaruh pada daya
beli keluarga miskin. Sedangkan aspek sosialnya sendiri, bahwa di antara anggota
KUBE telsh terjalin kerjasama yang baik, kepedulian sosial yang semakin
meningkat, serta partisipasi sosial yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari
keaknfan anggota KUBE dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan
masing-masing, dan juga kehadiran dan keterlibatan anggota dalam setiap
peristiwa sosial yang dihadapi oleh setiap anggota. Sedangkan dan aspek
kelembagaan, KUBE yang aktif melakukan pertemuan kelompok, pada umumnya
tugas-tugas kelembagaannya berjalan dengan baik, masing-masing pengurus dan
anggota KUBE melaksanakan tugas dan fungsinya. Aktivitas kelembagaan ini
juga dapat dilihat dari kelengkapan dan pencatatan Buku Kas, Buku Iuran
Kesetiakawanan Sosial, Buku Simpan Pinjam Kelompok, Daftar hadir pertemuan

KUBE, Buku Tamu, termasuk notulen rapat, yang dicatat secara teratur.

E. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Proses Implementasi

Tidak jauh berbeda dengan pendekatan van Meter dan van Hom, Edward
[II memusatkan perhatiannya pada implementasi yang melibatkan organisasi-
organisasi pelaksana yang berbeda, konsekuensi-konsekuensi atas komunikasi
serta yang tidak kalah pentingnya lingkungan dimana kebijakan tertentu

diterapkan. Asumsi yang mendominasi kerangka pemikiran analisis implementasi
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terletak pada analisis atas bagaimana manajemen publik bekerja untuk

menerapkan kebijakan, dalam hal ini Program KUBE. Dalam analisis van Meter

dan van Horn, kondist dan situasi lingkungan diperlihatkan akan mempengaruhi

sukses tidakmya suatu implementasi kebijakan. Memuat kembali kerangka

pemikiran Edward 111 berikut ini diperlihatkan sebagai berikut:

Permasakbnn Kemnkinem
Indonesin

Kebipkan Penaoggulngan K emiskinan
«-UUD 1945 Pasal 27,33, 34

- UU Nomor 11 Tahne 2009
- ULJ No. 13 Talum 20i1

Implementasi Program KUBE
Permoemmos RI No. 28HUK2015
Peraturan Digen Dayssos Kemensas R
No26RDYS-PK. VK PTROSM201 5

I PerupNo.6 Tabm 2014 _ 4
Tahapen Impkmermasi Program KUBE
- Tahap Persmpan
- Tahap Pelaksanaan
- Tahap Pengembangsn
- Tahap K cmifreen
Varsbel Implementasi
_________ EdwardIl _ _ |
1 Komunikag
Faktor- faktor Penghambat 2 Sumber - Sumber o— Faktor- fakior Pendukoamg
3 Disposisi
4 Strukihw Birokras
Kualitas Implementasi
Program KUBE
(Gambar 4.2
Kerangka Pemikiran Edward 111

Edward dalam Nugroho (2008: 503-515) menyatakan bahwa terdapat

empat variabel yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi

secbuah kebijakan publik, Model ini menyatakan bahwa varniabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut melipu vanabel

komunikasi (communication),
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kecenderungan atan tingkeh laku (dispotition), dan struktur birokrasi
(bureucration structure). Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu
dengan yang lain untuk membantu memperlancar atau sebaliknya dapat
menghambat proses implementasi sebuah kebijakan.

Secara umum permasalahan yang terdapat dalam proses implementasi
kebijakan penanggulangin kemiskinan melalui Program KUBE di Kabupaten
Bintan, berdasarkan temuan penelitian meliputi, penetapan sasaran program
berdasarkan data BDT yang tidak sesuai dengan kondisi permasalahan di
lapangan, proses sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penerima manfaat program
yang tidak dilakukan secara mendalam, schingga pemahaman anggota KUBE
tentang program tidak sama. Seclanjutnya bahwa tidak semua pendamping
melaksanakan fugas pendampingan dengan baik sehingga mempengaruhi kinerja
KUBE, demikian juga halnya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan KUBE
belum berjalan dengan baik sehingga terkesan bahwa tanggung jawab pembinaan
KUBE hanya berada pada Dinas Sosial.

Berikut ini akan dibahas hagaimana permasalahan impelemntasi program
KUBE di Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh proses komunikasi, keterbatasan
sumber-sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, menurut model

implementasi Edward TIL.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Variabel Komunikasi

Program KUBE sebagai suatu program dengan pendekatan pemberdayaan,
maka komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya. Kejelasan
tentang isi program dan juga media yang digunakan dalam penyampaian

informasi program akan berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. Isi dan
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tujuan program perlu dikomunikasikan kepada implementator, stakeholders dan
Juga kepada kelompok penerima manfaat program secara jelas, schingga tercipta
kesamaan pemahaman untuk membangun komitmen agar program dapat
dilaksanakan dengan baik.

Media yang digunakan dalam proses mengkomunikasikan program KUBE
kepada berbagai pihak terkait pada umumnya adalah melalui sosialisasi,
bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta pertemuan rutin KUBE. Proses
komunikasi sebagai penyampaian berbagai informasi tentang program dilakukan
secara berjenjang, dar pusat ke Kabupaten, seilanjutnya ke pendamping program,
sampai kepada penerima manfaat program. Sebagaimana dikatakan oleh Kasi
Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosiat Kabupaten Bintan, RR Novia Ngesti:

“Jadi, langkah awail, pada akhir tahun sebelum tahun pemberian bantuan,

jadi N-1, itu di akhir tahunnya kementerian selalu mengadakan Rakornis

atau Rapat Koordinasi Nasional dengan mengundang Dinas Sosial

Propinsi. Sebenamnya. Tetapi Dinas Sosial Kabupaten/Kota juga diundang

apabila memang mercka akan mendapatkan alokasi kegiatan.Ya Di

Rakornis itulah nanti kita mendapatkan informasi petunjuk pelaksanaan

yang baru apahila ada perubahan. Namun bila tidak ada perubahan, hanya

sekedar istilahnya ‘ini adalah lokasi-lokasi kita dan tahapannya sama’ dan
lain sehagainya. Jadi, sosialisasi awal kegiatan sndah dilakukan oleh
kementerian. Nah itu adalah tugas dan tanggung jawab kita dan

kabupaten/kota untuk mensosialisasikannya kepada daerah masing-
masing. (Hasil wawancara tanggal 1 Agustus 2017)”

Lebih lanjut, RR Novia Ngesti menjelaskan bahwa secara berjenjang
proses komunikasi dilakukan ke bawah, yaitu kepada penerima bantuan manfaat
program, melalui pendamping program, yaitu:

“Kalau untuk Kabupaten Bintan, kita memiliki 35 pendamping desa dan

keluraban yang memang kita tempatkan di desa’kelurahan untuk

mendampingi Kelompok Usaha Bersama, yang setiap bulan kita

mengadakan Rapat Koordinasi dengan para pendamping ini. Dan kepada
mereka lah informasi tentang pelaksanaan kegiatan pada tahun N, agar
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segera mercka mempersiapkan diri, bagi kelompok-kelompok yang
memang sudah terbentuk untuk diberikan program.”

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Kasubbag Program Dinas

Sosial Kabupaten Bintan, Sri Rejeki, sebagai berikut:
“Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bintan
menyeduakan dana sharing untuk melakukan bimbingan tekmis bagi

pengurus KUBE, tetapi dengan anggaran yang terbatas, tidak semua bisa
tercover. (Wawancara tanggal 6 Oktober 2017)”

Komunikasi pada tingkat paling bawah dilakukan melajui pertemuan rutin
kelompok dan juga dengan memanfaatken media sosial untuk menyampaikan
informasi antara anggota KUBE maupun antara Pendamping dengan anggota
KUBE. Hal ini sesuai dengan permyataan Pendamping KUBE, Yufriadi, berikut:

“Selain darn kita adakan wadah rapat rutin yang kadangkala juga saya

nggak bisa hadir, ya kita tidak menutup kemungkinan komunikasi bisa

lewat SMS atau Whatsapp. Saya tidak membatasi kepada kelompok
apapun, kapanpun dan pakai apa komunikasi. Walau ketemun tengah jalan

pun bisa dikomunikasikan. (Hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2017)”

Melalui hasil wawancara dengan beberapa partisipan di atas, dapat
disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam implementasi program KUBE di
Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik, yaitu secara berjenjang sosialisasi
dilakukan oleh Kementerian Sosial metalui Rakornis setiap akhir tahun dan awal
tahun, kemudian Dinas Sosial Kabupaten dengan dana sharing APBD melakukan
Bimbingan Teknis bagi pengurus KUBE dan Pendamping KUBE. Komunikasi
juga berlangsung secara rutin melalui rapat koordinasi bulanan yang dilaksanakan
oleh Dinas Sosial, dimana seluruh pendamping KUBE wajib menghadiri Rakor
untuk penyampaian berbagai permasaleshan di lapangan, dan juga untuk
mnendapatkan arahan bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut diatasi.

Selanjutnya pertemuan bulanan rutin masing-masing KUBE, menjadi media
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komunikasi yang efektif bagi penyampaian informasi dan pembahasan masalah-
masalah yang terjadi dalam kelompok, baik masalah yang berkaitan dengan usaha,
kelembagaan dan sosial.

" Di sisi lain, faktor penghambat dalam komunikasi dapat dilihat dari
pemyataan partisipan, dimana anggaran yang terbatas mengakibatkan tidak semua
anggota KUBE dapat mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, melainkan
hanya perwakilan pengurus. Di samping itu pelaksanaan bimbingan teknis dengan
waktu yang singkat tidak memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta
bimbingan teknis tentang KUBE. Sifatnya hanya pengenalan secara umum.
Dalam hal ini diharapkan pendamping dapat berperan sebagai perpanjangan
tangan Tim Teknis di lapangan untuk memberikan bimbingan yang lebih

mendalam kepada anggota KUBE.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Variabel Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya sangat berpengarub pada keberhasilan maupun
kegagalan implementasi kebijakan atau program. Indikator-indikator sumber daya
kebijakan meliputi staf, informasi, dan wewenang, serta fasilitas. Staf adalah
sumber daya manusia yang menjadi impiementator program, dalan hal ini
mencakup selurub pelaksana teknis Dinas Sosial Kabupaten Bintan, sampai
dengan pendamping KUBE. Ketersediaan staf yang memadai baik dari segi
jumiah maupun kompetensi yang dimiliki sangat mempengaruhi kinerja program.

Mengamati papan struktur Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dan
berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
bahwa bidang yang menangani program KUBE adalah Bidang Penanganan Fakir

Miskin dan Pemberdayaan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan tiga
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Kepala Seksi. Seksi yang menangani KUBE adalah Scksi Pepanganan Fakir
Miskin, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dibantu oleh satu orang staf
Selanjutnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan program KUBE, ditunjuk
35 Pendamping KUBE di masing-masing kecamatan, dengan pembagian tugas
berdasarkan jumlash KUBE dampingannya yaitu sekitar 7 sampai 24 KUBE per

pendamping, sebagaimana digambarkan berikut ini:

| xeraraomas |

| I l

D PENANGANAN FAKIR MISKIN |  xapp | | xasp |
DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

l
[ 1 I

KASI PENANGANAN KAS| PEMBERDAYAN LAS| PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN SOSIAL KELUARGA

1oml+10rgsm

PENDAMPING KUBE
Ts org
PENGURUS XUBE
ANGGOTA KUBE
3.050 Ovg

Gambar 4.2
SDM Pelaksana Program KUBE Kabupaten Bintan

Sejalan dengan hal tersebut, Kasi Penanganan Fakir Miskin, RR Novia
Ngesti, dalam wawancana pada tanggal 1 Agustus 2017, menyatakan sebagai
berikut:

“Ok. Untuk 35 pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten

Bintan ini, secara jumlah sudah cukup memadai. Dan secara lokasi

wilayah kegiatan, dimana mereka masing-masing ditempatkan di lokasi

tempat mereka tinggal. Jadi misalnya pendamping yang tinggal di daerah

Desa Sri Bintan, maka dia akan mendampingi KUBE-KUBE yang berada
di wilayah Sri Bintan. Ini dimaksudkan agar kearifan lokal dari KUBE itu
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sendin bisa terdeteksi oleh pendamping untuk pengembangan
selanjutnya”.

Rekrutmen pendamping dilakukan dengan penetapan beberepa kriteria
tertentu, sebagaimana disampaikan ole¢h RR Novia Ngseti pada wawancara
tanggal 1 Agustus 2017, yaitu:

“Im berkaitan, kembali lagi kepada kriteria pendamping yang Kkita
tetapkan. Dimana yang pertama, seorang pendamping adalah dengan usia
antara 25 sampai 45 tahun. Kemudian, dia memiliki keahlian dalam ilmu
pendampingan yang setiap tahun kita berikan. Kemudian, dia aktif di
masyarakat. Yang terutama sckali adalah dia memiliki jiwa
entrepreunership dan jiwa sosial. Nah, dari 35 pendamping ini, yang
memiliki jiwa sosial cukup tinggi secara...”

Dan segi jumlah, ketersediaan Pendamping KUBE sudah cukup memadai,
dengan KUBE yang ada di Kabupaten Bintan sebanyrk 302 KUBE. Namun
apabila diteliti lebth mendalam, bahwa pendamping KUBE tidak seluruhnya
bekerja sebagaimana mestinya. Pendamping yang aktif baik dalam kegiatan Rapat
Koordinasi manpun dalam '.pcnda.mpingan di lapangan hanya berkisar 40 %. Hal
ini berdasarkan informasi dari partisipan RR Nowvia Ngesti, ketika ditanya
mengenai kinerja pendamping KUBE, sebagai berikut;

“Secara peresentasi saya hanya bisa mengatakan bahwa hanya sekitar 40
%. Karena, selebihnya ini kurang aktif atau kurang inovatif, kurang kreatif
dalam mendampingi KUBE. Hal ini disebabkan karena untuk permintaan
pendamping KUBE kita masih menggunakan metode dimana alur
komunikasi, apabila Dinas Sosial Kabupaten Bintan akan mengadakan
kegiatan atauw meminta nama pendamping atau apapun itu, selalu melewati
kecamatan. Nah, terkadang di kecamatan ini memberikan rekomendasi
nama yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Tetapi, mau tidak mau, itu lah
yang harus kita berikan. Hanya kadang, itu lah, pada saat Rakor itu lah kita
berikan motivasi, kita berikan evaluasi agar apabila nanti 3 atau 6 bulan
pekerjaan mereka, temyata kinerja mereka kurang bagus, ya kita hanya
bisa memberikan surat, istilahnya teguran atau surat pemberitahuan kepada
kecamatan bahwa pendamping yang bersangkutan tidak bertugas dengan
baik atau tidak bertugas secara maksimal. (Wawancara tanggal 1 Agustus
2017y
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Selanjutnya masih mengenai kinerja pendamping, Kasubbag Program
Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Sri Rejeki pada wawancara tanggal 6 Oktober
2017, menyampaikan pendapatnya:

“Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pendamping, sebenamya ada
banyak faktor, ada banyak hal dari kinerja pendamping yang kurang
memuaskan, tetapi ada banyak faktor juga yang menyebabkan kita tidak
berani mengambil sikap tegas kepada mereka. Karena kebanyakan
pendamping -pendamping ini kan memang relawan sosial kita, yang selain
mendampingi KUBE juga mereka mendampingi kita juga dalam beberapa
pekerjaan-pekerjaan yang lain”.

Satu orang pendamping mempunyai wilayah kera yang cukup luas,
tergantung sebaran dari KUBE yang didampingi. Jumlah KUBE dampingan dari
masing-masing pendamping sangat bervariasi, ada yang hanya 7 KUBE dan ada
juga yang mencapai 24 KUBE. Jumlah KUBE dampingen ini tidak berpengaruh
pada keaktifan pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingannya. Salah
satu contoh Pendamping KUBE atas nama Yufriadi mendampingi KUBE
sebanyak 24, namun sangat aktif dalam melakukan pendampingan. Di sist lain ada
juga pendamping KUBE yang hanya mendampingi 7 KUBE, tetapi tidak aktif
dalam pendampingan, jarang hadir pada pertemuan KUBE, pada rapat koordinasi
kabupaten, bahkan komunikasi dengan anggota KUBE yang didampingi juga
tidak berjalan dengan lancar.

Hal ini dapat diketahui dari pernyataan anggota KUBE Rempah Wangi,
[bu Lilis, pada wawancara tanggal 10 Oktober 2017, ketika ditanya apakah
pendamping sering datang pada pertemuan KUBE, dijawab sebagai berikut:

“Kami taunya ada pendamping baru, tabun 2017 ini katanya mulai jadi

pendamping, tapi kami tidak, belum kenal orangnya, pertemuan kelompok

tidak pemah datang, tidak ada lah gitu niat nemperkenalkan diri, jadi kami

belum kenal, telepon pun belum pernah. Kami malah sering dibantu oleh
Pak Iwan Karang Taruna, dia rajin datang kalau pertemuan bulanan”.
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Rendahnya kinerja pendamping KUBE kemungkinan berkaitan erat
dengan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas
pendampingan mereka di lapangan. Fasilitas tersebut dapat berupa jumlah insentif
yang diterima dan fasilitas pendukung lainnya, seperti alat transportasi dan ATK.
Informasi yang disampaikan oleh Pendamping KUBE, Abdul Hamid, pada
wawancara tanggal 4 Agustus, dimana peneliti menanyakan, “Apakah jumlah
intensif sebesar Rp. 350.000,- per bulan, yang diterima sudah memadai?” Maka
jawaban partisipan adalah:

“Terus terang kalau masalah hasil dani itu, capeknya kami memang belum

memadai. Mungkin kalau untuk kami keluar masuk dengan motor itu saja,

mungkin sudah selesai di BBM kami. Belum lagi nyebrang, harus pakai
pompong (sampan motor) kesana.”

Sumber-sumber juga berkenaan dengan ketersediaan alokasi anggaran
untuk pelaksanaan program, baik untuk bantuan stimulan KUBE maupun untuk
anggaran pembingan KUBE. Setiap tahun Dinas Sosial mendapatkan alokasi
anggaran untuk bantuan stimulan KUBE dar tiga direktorat, maupun dari dana
dekonsentrasi berkisar antara 500 juta sampai dengan 1,5 milyar rupiah, yaitu
bantuan untuk 25 — 80 KUBE per tahun. Sedangkan untuk dana pembinaan
bersumber dari APBD Kabupaten Bintan, sebagaimana menjadi syarat untuk
mendapatkan alokasi bantuan KUBE, bahwa daerah harus menyediakan dana
sharing untuk pembinaan program. Kasubbag Program Dinas Sosial Kabupaten
Bintan menyampaikan hal ini dalam wawancara tanggal 6 Oktober 2017, sebagai
berikut:

“Setiap tahun Kabupaten Bintan mendapat alokasi anggaran untuk bantuan

KUBE 500 juta sampai dengan 1,5 milyar rupiah, daerah menyediakan

dana sharing untuk pembinaan KUBE berkisar antara 350 sampai 500 juta

per tahun, dua tahun terakhir ini memang menurun ya, karena devisit
anggaran, makanya dilakukan penyesuvaian dalam beberapa hal termasuk
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honor pendamping, tadinya bisa 750-800 ribu per bulan sekarang hanya
350 ribu per bulan”.

Hal yang sama juga disampaikan oflech RR Novia Npesti, ketika peneliti
mengajukan pertanyaan berikut, “Bu, tentang sumber dana untuk pelaksanaan
program KUBE ini sendiri sumbernya dari mana saja? Terus, bentuknya, dan
peruntukkannya itu untuk apa-apa saja?”’

“Kalau sumber dana untuk bantuannya sendiri, itu berasal dari

Kementerian Sosial, dari APBN langsung, atau pun dari APBN tapi

melalui Dinas Sosial Propinsi Riau - ini disebut demgan Dana

Dekonsentrasi — dan beberapa tahun tahun yang lalu kita juga mengadakan

kerjasama dengan Pemerintah Propinsi melalui anggaran TKPK. Disitu lah

nanti KUBE yang sudah ditumbubkan dapatkan perhatian untuk dana
pengembangannya, Kalau dari APBD Bintan sendiri ada, Itw berupa dana
untuk pembinaan. Disitu ada Rakor untuk pendamping, kemudian honor
untuk pendamping, kemudian perjalan dinas untuk pembinaan ke

lapangan. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2017)”

Mengamati beberapa informasi penelitian yang diperoleh dari beberapa
wawancara dengan partisipan, dapat dikatakan bahwa faktor pendukung sumber-
sumber pelaksanaan program KUBE adalah:

a. Tersedianya tenaga pendamping KUBE sebanyak 35 orang untuk melakukan
pendampingan terhadap 302 KUBE yang ada di Kabupaten Bintan.

b. Dukungan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik eksekutif
maupun legislatif nampak dari besaran jumlah alokasi anggaran untuk program
KUBE cukup signifikan, yaitu 500 juta sampai dengan 1,5 milyar untuk
bantuan KUBE, dan 350 juta — 500 juta untuk dana pembinaan KUBE.

Sedangkan faktor penghambat dapat diamati dari pernyataan-pemyaatn
tersebut, antara lain:

a. Pendamping KUBE yang aktif melakukan tugas pendampingan hamya berkisar

40 % dari jumliah pendamping 35 orang.
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b. Pembagian tugas pendamping berdasarkan wilayah membuat jumlah KUBE
dampingan tidak sama, dimana sebagian pendamping memiliki KUBE
dampingan dengan jumlah yang banyak, dan di sisi lain ada pendamping hamya
mendampingi beberapa KUBE, namun pemberian insentif sama rata.

. Jumlah insentif yang diberikan kepada pendamping tidak memadai, tidak
sesuai dengan beban kerja yang ditauggungnya Demikian juga dengan fasilitas
pendukung lain seperi ATK dan transportasi masih dibebankan kepada

pendamping itu sendin.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Variabel Disposisi

Disposisi berkaitan dengan kecenderungan sikap implemnentator kebijakan.
Jika implementator memiliki kecenderungan dan sikap yang positif, maka besar
kernungkinan kebijakan akan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Sebagaimana
diuraikan sebelumnya, bahwa karakter paling penting dari implementator
kebijakan yang mempengaruhi implementasi adalah kejujuran untuk menjaga
‘konsistensi pada tujuan program, serta komitinen yang tinggi dari implementator
akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang,
fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Implementator program KUBE di Kabupaten Bintan, khususnya Tim
Teknis Dinas Sosial memiliki sikap yang positif terhadap program KUBE sebagai
ikon dan program unggulan dari waktu ke waktu. Hal ini diketahui melalui
wawancara dengan Kasubbag Program Dinas Sosial, Sri Rejeki, ketika ditanya,
“Apakah ibu yakin dengan program KUBE imi, bisa menjadi suatu program yang

bisa mengentaskan kemiskinan?” Penjelasan yang diberikan, sebagai berikut:
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“Yakin, saya yakin. Program ini kan merupakan icormya Dinas Sosial,
Kementerian Sosial ya, pasti sudah dikaji mendaiam oleh pembuat
kebijakan. Kalau dilihat dari prinsip penumbuhan KUBE itu, kalau dari
persiapannya itu benar-benar kita matangkan, saya pikir ke depannya itu
akan sangat mudah membina mereka. Jadi kalau dari keseluruhan sih, dari
tahap awalnya yang perlu kita perkuvat lagi, terus dari pendampingnya
Juga. Pendamping ini harus lebih kita perhatikan, mungkin dalam bentuk
rekrutmen berikutnya. Dinas Sosial ini kan melakukan rekrutmen untuk
pendamping, kita lebih selektif, profesional, sehingga ketika mereka
bekerja dengan professional dinas pun memberi insentif yang memadai,
jadi tidak ini, tidak akan sungkan-sungkan gitu untuk menuntut kinerja
yang lebih baik dari pendamping. (Wawancara pada tanggal 6 Oktober
2017y

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Penanganan Fakir Miskim, RR
Novia Ngesti, yang sudah melakukan tugas pembinaan KUBE sejak tahun 2010.
Pengalaman dalam kurun wakitu yang demikian lama membuatnya mampu
melakukan terobosan-terobosan melalui sinergitas program dengan instansi terkait
lainnya, seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Dinas Pertanian, Dinas
Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan juga dunia usaha melalui
program CSR dari pihak PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) sebagai pengelola
kawasan wisata Lagoi. Sikap antusias impleinentator ini nampak dari beberapa
upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan dukungan bagi perkembangan
KUBE. Dalam wawancara dengan beliau, peneliti inenanyakan tentang terobosan
terobosan. “Apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam upaya pembinaan
dan pengembangan KUBE?” Dijelaskan sebagai berikut:
“Untuk pembinaan dan pengembangan KUBE, Dinas Sosial melakukan
koordinasi dan membangun jejaring, meskipun koordinasinya sepanjang
ini adalah berupa komunikasi saja ya. Pembangunan jejaring. Bahwa
kelompok-kelompok KUBE yang memiliki jenis usaha tertentu, secara
teknis, contohnya misalnya dia pertanian, perikanan atau home industry
itu kita arahkan untuk mendapatkan pembinaan dari dinas instansi terkait
lain. Namun, selama ini yang kami dapati adalah bahwa KUBE-KUBE

yang kita berikan datanya kepada dinas instansi teknis terkait lainnya
kurang diperhatikan, (Wawancara pada tanggal 1 AGustus 2017)”
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[mplementasi program KUBE di Kabupaten Bintan diupayakan agar
berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah
pencegahan agar sikap dan kecenderungan penerima bantuan program yang
negatif berupa penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan rencana
awal yang dituangkan dalam proposal, dapat dieliminir. Sebagaimana penjelasan
dari RR Novia Ngesti, menjawab pertanyaan peneliti, “Kalau saya baca di
petunjuk teknis bahwa penyerahan bantuan inikan melalui rekening kelompok.
Seberapa besar kemungkinan atau yang sudah terjadi penyalahgunaan bantuan?
Maksudnya Gdak sesuai dengan perencanaan awal?”’ Partisipan memberikan
jawaban yang positif, yaitu:

“Alhamduliliah kalau untuk penyaluran dana kita sudah sesuai dengan

Juklak Kementerian Sosial. Dan justru kita mendapatkan rekomendasi

pelaksanaan kegiatan ya dari BPK bahwa untuk bantuan KUBE ini
mekanisme penysluran dananya direkomendasikan kepada kelompok,

kepada program-program yang lain yang menggunakan rekening. Karena
untuk dari mulai tahapan dana itu dicairkan, dari dia harus menggunakan
rekomendasi dari dinas, kemudian ada pengawasan dari pendamping
maupun dari dinas untuk penggunaan dana, dan dana juga tidak disalurkan
secara utuh dalam satu kali penyaluran tetapi dibagi tahapan agar untuk
lebih memudahkan dalam rangka monitoring dan pembinaan serta
evaluasi. Sejauh ini tidak ada penyelewengan dana”.

Selanjutmya untuk mengetahui sikap dan kecenderungan implementator
pada Sngkat paling teknis yaitu Pendamping KUBE, maka peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa pendamping, yaitu Yufriadi, mengatakan bahwa
jumlah insentif tidak berpengaruh secara langsung pada kmerja seorang
pendamping, karena bagi sebagian orang, tugas pendampingan dianggap sebagai
suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan
oleh Impi Rusnita, dengan KUBE dampingan yang lokasinya jauh dan berada di

Pulau Mapur, namun baginya pendampingan itu dinikmati sebagai sebuah
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tantengan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Impi Rusnita, pada wawancara
tanggal 4 Agustus 2015, berikut:
“Saya mungkin tipikal orang yang suka sosial ke masyarakat. Apalagi
ngelihat ibu-ibu itu pada berkelompok terus bikin usaha, Sudah bisa
ngembang usaha sendiri saja sudah senang. Kepuasan batin lah ya Satu
lagi, Dinas Sosial kan adain penilaian pendamping yang berprestasi. Jadi,

acuan saya kesitu saja sih. Setidaknya kalau nggak myampai kesitu, sudah
berusaha, ya sudah”.

Pemahaman yang mendalam dari beberapa unsur pelaksana program
KUBE telah mampu menuntun mereka pada suatu komitmen untuk menjadikan
program ini menjadi sebuah program unggulan untuk mengentaskan kemiskinan.
Sikap optimis dan antusiasme implementator baik dari Dinas Sosial maupun
Pendamping KUBE, ditunjukkan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk
pembinaan dan pengembangan KUBE. Koordinasi lintas sektor dilakukan,
meskipun respon yang diterima tidak sesuai dengan harapan.

Informasi yang diperoleh di lapangan, juga mendukung kondist yang
digambarkan oleh implementator, sebagaimana dijelaskan oieh Lurah Tanjung
Uban Kota, pada tanggal 6 Oktober 2017, ketka ditanya perihal pembinaan yang
dilakukan oleh Tim Teknis dan Pendamping terhadap KUBE yang ada di wilayah
Tanjung Uban Kota, scbagai berkut:

“Selama ini dani pendamping biasanya mernberikan laporan tentang

pembentukan KUBE baru, pencairan dana kan mereka minta rekom juga

dari kitakalau pertemuan-pertemuan kelompok katanya rutin mereka
lakukan ya, tapi kita tidak ikut, belum terlibatlah ya, kebetulan saya kan
lurah baru, mungkin belum ya. Kalau untuk Tim teknis, Dinas Sosial ya,
memurut  saya pembinaan itu tidak hanya memberikan saran-saran saja,
tetapi harus dengan pemberian salah satu jenis pelatihan agar produk vsaha
mereka itu mengalami peningkatan gitu, bagaimana misalnya usaha yang
paogan, bagaimana cara mengkemas kripik tersebut?, bagaimana tidak
mengandung banyak minyak, dan sebagainyalah...untuk peningkatan
kualitas produk tersebut, harus memiliki standar produk juga, jadi dinas

harus memberikan pelatihan atau informasi mengenai standar produk
seperti apa yang dibutuhkan di pasaran, dan kemudian juga kami berharap
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dan dinas juga bisa memberikan bagaimana memasarkan produk, artinya

membantu memasarkan produk dari Kube-Kube tersebut”

Demikian juga dengan pemyataan partisipan lain, Ibu Emawati selaku
Ketua Kube manga Kelurahan Tanjung Uban Kota, ketika ditanya intensitas
kunjungan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pendamping terhadap
KUBE, pada wawancara tanggal 6 Oktober 2017, yaitu:

“Alhamdulillah bu, kalau pendamping selalu hadir dalam pertemuan

kelompok, kalaupun tak bisa hadir pasti kasih kabar atau minta diundur

pertemuan gitu, kalay ada masalah di Kube yang tak ada titk temu gitu
kita telpon pendamping, dikasih solusilah gimana baiknya. Biasanya
masalah pinjaman anggota yang macet, dikasih solusilah sama Juanedi.

Kalau dari Dinas belum pernah, sering ada sosialisasi aja kemaren, di awal

tahun berapa ya ada anggota saya pergi ke mana itu, yang di hotel itu,

pelatihan pengurus ya, ada juga pernah dikumpulin semnua, dijelaskan

Kube, tentang buku-buku”.

Dengan demikian dapat diganisbawahi sebagai faktor pendukung dan
variabel disposisi pada implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan yaitu:
8. Pemahaman dan penguasaan tentang fujuan program dari implementator sampai

tingkat paling teknis, yaitu pendamping KUBE, terungkap dari jawaban yang
lugas tentang tugas dan fungsi masing-masing.

b. Sikap optimisme dan antusias serta komitmen implementator untuk
keberhasilan program ditunjukkan dengan upaya membangun jejaning dalam
pembinaan dan pengembangan KUBE.

c. Upaya menjaga akuntabilitas dan (ransparansi implementasi program
ditunjukkan melalui monitoring dan koordinasi yang rutin dan para
implementator.

Sedangkan faktor penghambat variabel disposisi implementasi program

KUBE dapat disebutkan sebagai berikut:
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a. Profesionalitas implementator teknis yaitu Pendamping KUBE belum tercipta.
Tugas pendampingan masih merupakan (ugas pengabdian dan wujud
kepedulian sosial,

b. Dukungan siakeholder dalam membangun jejaring kerja pembinaan dan
pengembangan KUBE belum optimal, sinergitas program belum dapat berjalan

karena ¢go sektor dari masing-masing instansi.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Variabel Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang
menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Sebuah kebijakan
membutuhkan kerjasama antar beberapa pihak dalam mengimplementasikannya.
Struktur birokrasi yang tidak mendukung implementasi kebijakan, akan
menyebabkan hambatan dalarn pelaksanaan program. Mengulas kembali uraian
tentang variabel struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Edwards III
menyebutkan ada dua aspek struktur birokrasi yang bisa mendukung atan bahkan
menghambat implementasi kebijakan, yaitu mekanisme yang biasamya ditetapkan
dalam sebuah SOP, dan fragmentasi organisasi.

Berdasakan hasil penelitien Edward I yang dirangkum oleh Winarno
(2014: 208) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan

barn yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Disampig itu, semakin besar
kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam
suatu orpanisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat
implementasi. Namun demikian, di sampmg menghambat implementasi
kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan

prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas
program-program yang luwes mungkin dapat menyesuaikan tanggung
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jawab'}"apg baru ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri

seperti ini.”

Implementast kebijakan penangpulangan kemiskinan melalui program
KUBE di Kabupaten Bintan, sebagaimana skema pelaksanaan program KUBE
dari Kementerian Sosial, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatya
masing-masing. Dengan demikian diperlukan sebuah rentang kendali melalui SOP
yang menjadi acuan bagi setiap implementator dari level paling atas sampai paling
bawah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai mekanisme struktur birokrasi
implementator program KUBE di Kabupaten Bintan, peoelii mengajukan
pertanyaan kepada partisipan RR Novia Ngesti, dalam wawancara tanggal 1
Agustus 2017, sebagai benkut: |

“Peneliti: “Kalau lihat sejarah KUBE ini kan sudah cukup iama ya, bu.

Dari tahun 1997 kalau nggak salah saya. Sejauh ini, apakah sudah ada

SOP yang jadi acuan bagi para pelaksana? Mungkin seperti ibu di
Kabupaten sampai ke pendamping dan anggota KUBE itu sendiri?”

Partisipan. “Baik. Kalan SOP itu kami mengacu pada petunjuk

pelaksanaan dari pusat. Nah, sebagai turunannya, kami membuat semacam

Perbup ya, Peraturan Bupati Bintan, untuk memperkuat SOP penyaluran

dana bagi masyarakat, didalamnya juga dijabarkan tentang tugas dan

fungsi masing-maging Tim Koordinasi, baik Kabupaten sampai dengan
desa dan pendamping, jadi apabila masing-masing mengacu pada

Juklak/juknis maupun Perbup itu, Insya Allah pelaksanaan program ini

akan berjalan dengan baik™.

Jawaban tersebut menggambarkan bahwa mekanisme pelaksanaan
program KUBE telah dibuat secara baku dalam buku petunjuk Pelaksanaan
maupun Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang
kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun
2014 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif melalui

Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan”.
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Sumber dana untuk bantuan Program KUBE berasal dari tiga direktorat
Kementerian Sosial, dan juga bersumber dari dana dekonsentrasi melalui Provinsi
Kepulauan Riau. Mekanisme dan prosedur secarm umum nampak sama,
khususnya penetapan sasaran program, yaitu harus merupakan keluarga miskin
yang terdaftar dalam BDT, namun ada beberapa ketentuan yang berbeda. Hal ini
diungkapkan oleh Kasi Penanganan Fakir Miskin, RR Novia Ngesti dalam
wawancara tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

Peneliti: “Kembali tadi yang ibu sebutkan bahwa sumber untuk bantuan
KUBE ini kan dari 3 direkiorat di kementerian. Apakah di antara 3
direktorat ini menggunakan SOP yang sama atau masing-masing? Ada
nggak hal-hal yang berbeda di dalam SOP dari 3 direktorat tersebut?”

Partisipan: “Ada. Ada 3 direktorat dan mereka membuat petunjuk
pelaksanaan tersendiri. Tapi pada dasarnya, kriteria utama seperti dia harus
di data BDT, usia produktif dan memiliki embric usahs adalah kriteria
pakem ya. tiga-tiganya menggunakan. Hanya untuk jumlah anggota
Kelompok Usaha Bersama di Perdesaan, dia wajib, harus 10 orang.
Sementara kalau di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dia
dibatasi antara 5 sampai 10 orang. Jadi boleh hanya 7, boleh hanya 8,
kalau di Perkotaan. Sedangkan untuk di Pesisir, penyaluran dana bantuan
ini dia melalui UEP. Jadi perorangan yang mendapatkan tetapi tetap secara
pembinaannya dia dikelompokkan dalam KUBE.”

Peneliti: “Sejauh ini apakah perbedaan dari petunjuk tcknis antar
direktorat ini menyulitkan nggak? Atau bisa memyesuaikan?”

Partisipan: “Awal mulanya memang cukup sulit, karena untuk
menerangkan ke masyarakat dan kepada pendamping ‘kenapa kok ini
harus 10 orang? kenapa kok ini harus 5 orang boleh sementara yang itu
perorangan harus buka rekening sementara yang ini kok boleh rekeningnya
1 kelompok cukup 1 saja? itu juga sudah hal yang cukup berat. Tapi
dengan pendekatan melalui Rakor kepada pendamping dan pada saat
pembinaan pangan, diberikan pemahaman kepada nasyarakat,
alhamdulillah saat ini sudah tidak ada kendala lainnya.”

Ketentuan yang berbeda dari masing-masing pemilik program
membutuhkan penyesuaian dari implementator daerah, langkah-langkah antisipasi

untuk menghindari kebingungan penerima bantuan program dilakukan melalui
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sosialisasi oleh pendamping KUBE. Penerima bantuan program harus diberi
pemahaman tentang sumber-sumber anggaran dan ketemtuan-ketentuan khusus
yang harus diikuti. Hal ini menjadi persoalan penting ketika dalam satu wilayah
terdapat beberapa KUBE yang menerima bantuan program dari sumber dana yang
herbeda. Masyarakan akan membanding-bandingkan dan cenderung memilih
untuk mengikuti keteriuan yang memudahkan bagi mereka, meskipun ketentuan
dari program KUBE yang diterimanya berbeda.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan
kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Edward III dalam Winarno (2014: 209)
menjelaskan bahwa “tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar
di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan
tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan”.
Berikut  hambatan-hambatan  yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi
berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, seperti dikatakan Winamo
(2014 210), bahwa:

” Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan
denpgan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi
suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Di samping itu, masing-masing
badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-
tugas yang penting mungkin akan terdapat antara retak-retak struktur
organisasi, Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dani badan-badan
mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai
fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan
berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan
menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Program KUBE sebagai suatu program pemberdayaan melibatkan banyak
pilak dalam pembinaan dan pengembangannya Dibutuhkan koordinasi yang
inensif antara berbagai unit organisasi yang terlibat dalam implementasi program

KUBE, baik secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan
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Kementerian Sosial RI, maupun horizontal dengan stakeholders, yaitu dinas dan
lembaga terkait, guna mendukung keberhasilan program dalam mencapai tujuan,
Pada dasamya tanggung jawab dan kewenangan Dinas Sosial berkaitan dengan
program KUBE adalah pada proses penumbuhan dan pembinaan lanjut dari aspek
kelembagaan dan sosial KUBE, namun secara teknis pengembangan dan
pembinaan juga menjadi tanggung jawab dinas dan instansi terkait, sesuai dengan
jenis usaha yang digeluti oleh KUBE tersebat.

Keterlibatan dinas dan instansi terkait dalam pembinaan dan
pengembangan KUBE di Kabupaten Bintan belum berjalan secara optimal,
adanya asumsi berbagai pihak bahwa KUBE merupakan tanggung jawab Dinas
Sosial. Pada kenyataannya tugas pengembangan dan pembinaan KUBE menjadi
sangat sulit apabila tidak ada dukungan dari dinas terkait, terutama dalam
pengembangan usaha. Salab satunya adalah usaha industri rumahan yang dikelola
oleh KUBE, membutuhkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, label
Pangan Industi Rumeh tangga (P-IRT) yang dikelvarkan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, label yang dikeluarkan doleh BP POM, dan
sebagninya. Dimana label dan sertifikat tersebut akan memberikan kemudahkan
bagi KUBE memasuki pangsa pasar yang lebih luas, seperti supermarket,
swalayan, bahkan hotel-hotel di kawasan wisata Lagoi dan Trikora. Demikian
juga pembinaan teknis untuk usaha lain yang dikelola oleh KUBE, seperti
pertanian, perikanan, dan peternakan, yang membutubkan penyuluhan dan

bimbingan dari dinas terkait.

125

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43323.pdf

Pada kenyataannya koordinasi yang terjadi belum optimal, sehingga
pembinaan dan pengembangan KUBE masih menjadi beban dan tanggung jawab
Dinas Sosial dan Pendamping. Dinas terkait belum berpartisipasi secara
proporsional untuk upaya pengembangan KUBE. Hal ini diketahui melalni
penjelasan yang disampaikan oleh Kasubbag Program Dinas Sosial kabupaten
Binta, Sri Rejeki, pada wawancara tanggal 6 Oktober 2017, dimana peneliti
menanyakan, bagaimana keterlibatan dinas teknis terkait dalam pembinaan dan
pengembangan KUBE sebagai berikut:

“Ya itu dia salah satu masalahnya, koordinasi masih sebatas basa basi saja,
Dinas lain menganggap KUBE itu tanggung jawab Dinas Sosial saja,
padahal Dinas Sosial scbenarmnya untuk penumbuhan saja dan pembinaan
kelembagaan dan aspek sosial KUBE, kita mana paham tentang pertanian,
perikanan, sama itu P-IRT kan harus PKP dulu, itu domaintya Perindag,
sama Kesehatan. Hu sulit kita kondisikan, padahal setiap ada forum kita
sampaikan untuk diakomodir KUBE-KUBE kita untuk dimudahkan urusan
P-IRT nya. Alasannya meraka juga punya UMKM yang sudah antri untuk
P-IRT. Kita pernah coba ajukan kegiatan untuk pengadaan P-IRT khusus
untuk KUBE, tapi kan mentah karena bukan tupoksi kita, ini yang perlu
dipikirkan serius ini.”

Selanjutnya RR Novia Ngesti juga menyampaikan hal yang sama terkait
dengan koordinasi lintas sektor ini yaitu:

“Ya, jadi untuk pembuatan legalitas usaha dari KUBE home industry ini
memang sangat diperlukan berkaitan dengan promosi dan promo pasaran
dari produk KUBE itu sendiri. Tetapi kerjasama yang kami jalin dengan
Dinas Koperasi dan Perindag itu memang seperti kami bilang tadi, kurang
berjalan dengan maksimal. Sehingga kelompok-kelompok usaha yang kita
rujukkan untuk medapatkan bantuan atan legalitas hasil produk mercka
dengan menggunakan dana dari program pemerintah ini sangat minim.
Jadi ketika kita memberikan data KUBE bome industry kita kepada Dinas
Koperasi Perindagkop untuk dilakukan penyuluhan ketahanan pangan
sebagai syarat untuk mendapatkan PIRT, itu hanya 10 % yang diakomodir.
Dan ini javh dari cukup untuk memberikan legalitas kepada kelompok-
kelompok Usaha Bersama yang memiliki jenis usaha home industry.”
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Selanjutnya guna mendalami koordinasi lintas sektor dalam implementasi
program KUBE, peneliti melakukan wawancara melalui sambungan telepon
dengan staf Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Bintan, Ibu Dian,
sebagai berikut:

Peneliti: “Bagaimana keterlibatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
dalam pembinaan dan pengembangan KUBE?”

Partisipan; “kami selalu dilibatkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis
pengurus KUBE ataupun Pendamping KUBE, hampir setiap tahun ada vya,
kemudian ada penilaian KUBE dan pendamping KUBE prestasi, biasa
akhir tahun kita juga jadi Tim Penilai”.

Peneliti: “Apakah Dinas ibu juga memberikan kemudahan bagi KUBE
untuk kepemilikan PIRT, atau untuk koperasinya”?

Partisipan: “Kalau untuk P-IRT kan harus dudahului dengan Pelatihan
Ketahanan Pangan (PKP) duly, itu disamping Dinas kita, Dinas Kesehatan
juga ada. Untuk KUBE kita ada juga kerja sama dengan Dinas Sosial
untuk menyertakan anggota KUBE, tapi yang sudah mendaftar kan
banyak, tidak KUBE saja. Kita lihat ketersediaan anggaran juga.

(Wawancara tanggal 11 Oktober 2017)”

Paparan di atas menunjukkan bahwa ego sektor masih mendominasi
proses implementasi program KUBE di kabupaten Bintan, sinergitas program
seharusnya menjadi strategi yang paling baik untuk diterapkan. Dengan demikian
dapat diambil beberapa poin yang menjadi faktor pendukung struktur birokrasi
implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan sebagai berikut:

a. Mekamisme dan prosedur pelaksanaan program sudah tertuang dalam buku
Petunjuk Pelaksanaan dan Pefunjuk Teknis program yang dikeluarkan oleh
masing-masing Direktorat dari Kementerian Sosial RI.

b. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekmis program telah dijabarkan lebih
teknis dalam Peraturan Bupati, sehingga dapat dijadikan acuan bagi

implementator program.
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¢. Koordinasi secara vertikal dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik, demikian juga koordinasi
secara horizontal dengan dinas instansi terkait di Kabupaten Bintan,

Selanjutnya terdapat hambatan-hambatan dalam variabel struktur birokrasi
dalam implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan yaitu:

a. Belum ada SOP pelaksanaan program KUBE Kabupaten Bintan, sehingga
masih mengacu pada Juklak dan Juknis dari Kementerian Sosial, yang
memiliki perbedaan dasi masing-masing Direktorat.

b. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam pembinaan dan

pengembangan KUBE.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada proses Implementasi
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Kelompok Usahz
Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Tahapan implementasi Program KUBE di Kabupaten Bintan meliputi; Tahap
Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemitraan.
Masing-masing KUBE menjalani tahapan ini dengan dinamika dan
problematika yang berbeda. Dari 302 KUBE yang terbentuk sejak tahun 2010
sampai dengan tahun 2016, hanya 40 % diantaranya dapat mencapai Tahap
Pengembangan, artinya KUBE masih bertahan sampai tahun kedua dan tahun
ketiga (72-T3), melakukan aktivitas ekopomi, sosial dan kelembagaan.
Selanjutnya yang mencapai Tahap Kemitraan ( >73) hanya berkisar 10 15 %,
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 60 % KUBE penumbuhan
mengalami kegagalan dan sebagian diantaranya bubar.

2. Berdasarkan variabel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward
I, bahwa terdapat beberapa faktor penghambat implementasi program KUBE
dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Sosialisasi program belum disampaikan secara menyeluruh kepada anggota
KUBE, schingga pemahaman masih terbatas, hal ini berpengaruh pada

rendahnya motivasi dan rasa tanggungjawab terhadap KUBE. Komitmen dan
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profesionalitas pendampingan belum terlaksana, hanya 40 % tenaga
pendamping yang melaksanakan tugas pendampingan dengan baik, hal ini
dipengaruhi oleh jumilah insentif yang diberikan kepada pendamping tidak
memadai, serta fasilitas pendukung yang tidak tersedia. Selanjutnya Standard
Operating Procedure (SOP) pelaksanaan KUBE di Kabupaten Bintan belumn
ada schingga masih mengacu pada Juklak/Juknis dari Kementerian Sosial.

3. Faktor lain yang mempengaruhi impelemntasi program KUBE adatah
penetapan sasaran berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Syarat utama dalam
penctapan sasaran penerima bantuan program KUBE adalah masyarakat
miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), sehingga seleksi
dilakukan tanpa menilai derajat kebutuhan calon sasaran terhadap bantuan
program KUBE. Kemudian di sisi lain terdapat kelompok masyarakat miskin
yang potensial untuk dibina melalui KUBE, pamun npama-nama calon
unggulan tersebut tidak ada dalam daftar.

B. Saran

Dari beberapa persoalan di atas, peneliti megajukan beberapa saran untuk
perbaikan implementasi program KUBE ke depan, yaitu:

1. Penetapan target dan indikator capaian kemajuan KUBE pada setiap tahapan
KUBE (T0,T!, T2, T3, dst) perlu diganiskan secara jelas, yang menjadi acuan
pendamping dan pengurus KUBE dalam menetapkan langkah-langkah melalui
program kerja KUBE setiap periode.

2, Langkah persiapan yang matang bagi calon penerima manfaat program KUBE
memegang peran yang sangat penting, perlu dilakukan sosialisasi dan

bimbingan teknis yang mendalam schingga pengetahuan dan pemahaman

130

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43323.pdf

anggota KUBE tentang hak dan kewajibannya meningkat yang kemudian dapat
meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan
KUBE. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah Pendampingan yang
professional, pembinaan yang intensif, serta koordinasi dan sinergrtas antar
stake holder dalam penpembangan KUBE.

3. Perlu dilakukan upaya meningkatkan akwasi data BDT melalu kegiatan
pemutakhiran data penduduk miskin Kabupaten Bintan. Dengan demikian
diharapkan data BDT mendekati kondisi kemiskinan riil di lapangan. Hal ini
hendaknya didukung dengan alokasi kegiatan dan anggaran untuk
pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bintan. Akurasi data penduduk
miskin akan lebih mengarahkan program lebih tepat sasaran, sehingga target

penurunan angka kemiskinan setiap tahun lebih terukur.
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Lampiran I
PEDOMAN WAWANCARA
Tim Teknis (Dinas Sosial)

Nama

Pekerjaan

Umur

Alamat

Peran dalam Program

Hari/Tanggal

Lokasi
Tujuan Program Pemberdayaan melalui KUBE, keteracapaian tujuan

2. Alur pelaksanaan Program KUBE: Apakah semua alur dilaksanakan secara
efektif? Tahap mana yang sering terjadi kemandegan KUBE?

3. Sistem penetapan sasaran / KPM, apakah sudah meng-cover penduduk miskin
di Kabupaten Bintan?

4, Bagaimana program disosialisasikan : dari pembuat kebijakan ke pelaksana
kebijakan? (Berjenjang dari Kemensos ke Dinas Sosial/Pendamping?
{Rakomis/Tahun)

5. Bagaimana program disosialisasikan kepada sasaran dan pihak terkait
(Sosialisasi-FGD)

6. Sistem Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial,
serta Pendamping terhadap KUBE? (Kemsos Monev, Dinsos
Pembinaan/Monev, Pendamping Pendampingan /kunjungan rutin)

7. Pendampingan
- Jumlah pendamping, pembagian wilayah kerja ? memadai?

- Sistem rekrutmen Pendamping, penetapan kriteria2 Pendamping.
- Kinerja pendamping

- Insentif pendamping, memadai?

- Reward bagi pendamping

- Fasilitas pendukung operasional pendamping

- Koordinasi Dinsos dengan pendamping
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- Laporan Pendamping, apakah tepat waktu, dan menggambarkan kondisi
mil ?

8. Sumber Dana, dan peruntukannya

9. Besaran bantuan permodalan KUBE

10. Jumiah KUBE rata2 /thn

11. Jumlah Kube 2010 - 2016, brp yg bertahan

12. Struktur pelaksanaan (struktur organisasi), apakah struktur memudahkan atau
mempersulit koordinasi dan pembinaan?

13. Upaya pengembangan/ kemitraan KUBE, pihak mana saja yang terlibat?

14. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan kemitraan?

15. Koordinasi untuk pembinaan KUBE, sudah berjalan? Koordinasi internal,
dan koordinasi eksternal dengan Dinas Teknis lain dalam pengembangan
KUBE?

16. Masalah-masalah yang krusial yang umumnya terjadi di KUBE, uapaya2
yang dilakukan untuk mengatasi masalah? tersebut.

17. Apakah program KUBE sudah memiiiki kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan anggota?

18. Apakah KUBE sudah dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian
utama anggota?

19. Apakah ada SOP yang sudah baku dalam pelaksanaan KUBE (Juknis/Juklak)

20. Sumber dana KUBE dari tiga direktorat, apakah SOP antar direktorat tsb
sama? Atau berbeda dalam hal apa?

21. Bantuan berupa uang untuk modal usaha, yang disalurkan melalui rekening
kelompok, bagaimana sikap anggota KUBE alam pemanfaatan bantuan,
apakah akumtabel? Atan terjadi penyelewengan ?

22. Apakah ada penerapan sanksi terhadap KUBE maupun pendamping dalam
hal ketidakpatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan?
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Pendamping Kube

Nama

Pekerjaan

Unnur

Alamat

Peran dalam Program

Heri/Tanggal

Lokasi X

Berapa lama menjadi Pendamping KUBE

Apa saja tugas-tugas Pendamping

Bagaimana cara melakukan pendampingan

Pihak-pihak yang diajak berkoordinasi berkaitan dengan KUBE

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan usaha KUBE

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan kemitraan KUBE

Berapa jumlah KUBE yang didampingi, apakah jumlah tsb terlalu

banyak/kurang?

Berapa KUBE dampingan yang masih aktif dan tidak aktif

Bagaimana pola komunikasi Pendamping dengan KUBE dan keluarganya?

Apakah saling mengenal akrab?

10. Permasalahan apa saja yang disampaikan KUBE kepada Pendamping?

11. Apa upaya yang dilakukan pendamping dalam mengatasi berbagai
permasalahan KUBE tersehut?

12. Jadwal kunjungan ke KUBE

13. Berapa besaran insentif yang diterima, apakah sudah memadai?

14. Fasilitas(sarpras) pendukung untuk melakukan tugas pendampingan, apakah
diperoleh?

15. Apakah ada pemberiakuan reward or punishment terhadap Pendamping?
Bentuknye apa?

16. Alur pelaksanaan Program KUBE: Apakah semua alur dilaksanakan secara
efektif? Tahap mana yang sering terjadi kemandegan KUBE?

17. Masalah-masalah yang krusial yang umumnya terjadi di KUBE

e T

@
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Anggota Kube

Nama

Peketjaan

Umur

Alamat

Peran dalam Program

Hari/Tanpgal

Lokasi :

Tahun Berapa bergabung dalam KUBE

Apa posisi dalam KUBE

Apa tujuan KUBE

Apa saja kegiatan KUBE

Apakah KUBE masih aktif/bila tidak mengapa?

Masalah-masalah yang terjadi dalam KUBE

Hubungan antar anggota KUBE

Pertemuan kelompok? Apa saja yang dilakukan dalam pertemuan kelompok

9. Apakah pendamping sering mengunjungi KUBE? Apasaja yang disampaikan

10. Berapa bantuan permodalan yang diterima , apakah cukup?

11. Apa jenis usaha yang dikelola, apakah dikelola bersama atau per orang?

12. Setelah menerima program KUBE apakah kesejahteraan keluarga mengalami
peningkatan? "

13. Apakah penghasilan dari KUBE cukup untuk kebutuhan ramah tangga?

14. Apakah KUBE dapat dijadikan sebagai mata pencaharian pokok?

15. Apakah KUBE selalu melakukan pencatatan sebagaimana diarahkan? Apa saja
bentuk catatan tsb?

16. Apakab KUBE telah menjalin kerja sama dengan pihak lain? Pihak mana saja?

17. Apabila mengalami kendala/masalah, kepada siapa berkoordinasi?

18. Apakah setiap permasalahan mendapatkan solusi yang tepat?

19. Harapan KUBE ke depan?

20. Apakah KUBE terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan fempat
tinggal?

21. Apakah KUBE Sdr cukup dikenal di lingkungan sekitar?

22. Apa yang menjadi produk andalan KUBE Sdr?

23. Apa yang menjadi barapan anda untuk perbaikan KUBE ke depan?

e B T o
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Kepala Desa/Lurah

Narma

Pekerjaan

Umur

Alamat

Peran dalam Program

Hari/Tanggnal

Lokasi

1. Bagaimana pandangan Saudara terhadap progmm KUBE

2. Berapa jumlah KUBE yang ada di wilayah Sdr, apakah jumlah tersebut masih
bertahan/aktif?

3. Bapaimana keterlibatan Kades/lurah dalam pembinaan KUBE, dar awal
pembentukan sampai dengan pengembangan ?

4. Upaya-upaya yang dilakukan Kades/Lurah dalam pengembangan KUBE?

5. Masalah-masalah yang terdapat dalam KUBE, dan upaya penyelesaian masalah
tersebut?

6. Langkah-langkah apa yang perlu diambi} untuk pengembangan KUBE, atau
saran-saran yang periu disampaikan kepada Instansi Teknis (Dinas Sosial)
berkaitan dengan pengembangan KUBE ?

7. Bagaimana koordipasi Pendamping dengan Kades/lurah ?

8. Apakah terjadi perubahan sikap/perilaku Penerima KUBE dalam partisipasi
sosialnya di lingkungan sekitarnya?

9. Apakah anggota KUBE sering melakukan interaksi dengan Kades/Lurah
berkaitan dengan aktifitas KUBE?

10. Apakah progmm KUBE ini dapat menjadi program penanggulangan
kemiskinan yang efekuf?

11. Apakah pihak Desa/Kelurahan pemah melakukan fasilitasi bagi KUBE dalam
perluasan jangkauan pemasaran hasil produk KUBE?

12. Apakah Kades/Lurah pemah diundang dalam pertemuan KUBE atau Rakor
pendamping ?
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Opd Terkait

Nama

Pekegaan

Umur

Alamat

Peran dalam Program

Hari/Tanggal

Lokasi :

1. Bagaimana pendapat Sdr tentang pelaksanaan program KUBE di Kabupaten
Bintan ?

2. Apaksh program ini sudah memiliki kontribusi terhadap penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Bintan?

3. Data KUBE di Kabupaten Bintan menggambarkan bahwa sebagian besar
bidang usaha yang dikelola adalah industry rumahan, berupa makanan maupun
jenis kerajinan tangan, bagaimana kualitas produk KUBE diKabupaten Bintan?

4. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar produk KUBE dapat
menjangkau pasar yang lebih luas, seperti kawasan wisata, swalayan, dsb?

5. Sejauh pengamatan Sdr, apa saja kelemahan dalam pelaksanaan program
KUBE?

6. Apa upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan KUBE, sehingga
KUBE dapat menjadi program andalan dalam penanggulangan kemiskinan?

7. Bagaimana pola koordinasi yang sudah terjalin antara Dinas Sosial dengan
Dinas Sdr dalam pengembangan KUBE?

8. Bagaimana keteriibatan instansi Sdr dalam pembinaan KUBE?

. Apakah ada alokasi anggaran di instansi Sdr untuk pembinaan KUBE?

10. Apakah sinerginats program sudah berjalan dengan baik antar OPD terkait
sehubungan dengan program penanggulangan kemiskinan, contahnya KUBE?
Misalnya Dinsos melakukan penumbuhan KUBE, Perindag melakukan PKP
dan PIRT, dsb ?
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Lsm/Orsos

Nama

Pekerjaan

Umur

Alamat

Peran dalam Program
Hari/Tanggal

Lokasi

1. Bagaimana pendapat Sdr tentang program KUBE di Kabupaten Bintan ?

2, Apakah program ini sudah memiliki kontribusi terhadap penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Bintan?

3. Apakelemahan dalam pelaksanaan program KUBE?

4. Bagimana pembinaan KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas
terkait dalam upaya pengembangan KUBE?

6. Bagaimana pembinaan KUBE oleh pendamping ?

7. Apakah ada dukungan Desa/Kelurahan dalam pembinaan KUBE di wilayah
masing-masing ?

8. Apa kontribusi Sdr sebagai [.SM dalam melakukan pembinaan atau
pengawasan terhadap keberlangsungan KUBE?

9. Bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan KPM setelab menerima program
KUBE?

10. Bagaimana tingkat partisipasi sosial KPM Penerima Program KUBE?

11. Upaya-upaya apa yang disarankan untuk pengembangan KUBE ke depan?
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VARIABEL KOMPONEN INFORMAN RINGKASAN HASIL WAWANCARA
Tahapan Tahap Perslapan RR Novia Ngesti [Terjadi  perubahan  mekanisme pada
Implementasi (Kast PFM Dinsos |penetapan sasaran program, dimana pada
KUBE Bintan) masa sebelum Tahun 2014 penumbuhan

2 f:::if:"m Program KUBE berjalan secara bottom-up,
Program Dinsos yaitu pendamping pada masing-masing
Sintan) wilayah dampingannya melakukan langkah-

B. Helmiwati, MM [langkah penumbuhan KUBE dengan metode
{Lurah Tg. Uban lpendeltatan pemberdayaan kepada

h Kota) masyarakat miskin. Pada perkembangan

- Kumiawan selanjutnya  sistem  penetapan  tasaran
{Karang Taruna
Kijang Kota) program, berubah menjadl penetapan yang

k. Yuhadi seml top-down. Dimana kewenangan
{Pendamping  |berada di tangan pemerintah pusat yaitu
KUBE Teluk Kementerlan Soslal Rl berdasarkan Basis
Sasah} Data Terpadu (BDT] Kemiskinan Daerah

b Abd. Hamid vang ditetapkan oleh Tim Naslonal
E:f'a‘:mp‘"g Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Ds.Pengujan) {TNPZK}, yang merupakan hasil pendataan

7. Impl Rusnita Badan Pusat Statistik {BPS}. Penetapan
(Pendamping sasaran program inl didasarkan pada
KUBE Bintan kriteria-kriteria rumah tangga sasaran
Buryu) program yang telah ditetapkan dalam

B. Ahmad Yani Petunjuk  Teknis maupun  Petunjuk
md;t:plng Pelaksanaan Program. Hal ini menyebabkan
Pengudang) sasaran penefima program yang tidak

B. Suryana sesuai dengan kondisi di lapangan.
{Anggota Kube
Putri Bahari)

Tahap Pelaksanaan 0. Ernawaty (Ketua [Kegiatan-kegiatan yang meliputi: rekrutmen
KUBE Mangga) |pendamping, sosialisasi dan bimbingan
teknls serta pemberian bantuan stimulan
permodalan KUBE. Rekrutmen Pepdamping
tidak dilakukan melalui proses seleksi,
namun berdasarkan penunjukan camat yang
kemudian ditetapkan dengan 5K Bupati
Selanjutnya Sosialisasl program  belum
menjangkau seluruh penerima manfaat
program, serta pelaksanaan Bimbingan
Teknis yang singkat, membuat pemahaman
KPM terhadap program belum mendalam.
Demikian juga dalam penyaluan dan
pemanfaatan bantuan permodalan KUBE
itidak  seluruhnya dikelola  secara
berkelompok, namun ada yang perorangan,
dan sub-sub kelompok di dalam KUBE.
Tahap Pengembangan Pengembangan jumlah anggota KUBE belum
terlaksana, jumlah anggota kelompok
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cenderung berkurang (dari 10 anggota, yang
aktif hanya sebagian). Pengembangan
modal KUBE melalul juran dan tabungan
kelompok masih sangat terbatas. Demiklan
juga pemasaran produk KUBE mashh
terbatas karena kualitas produk dan
kemasan masih rendah serta sertiftkasi
produk yang belum terakomodir.

Tahap Kemitraan Dari 302 KUBE baru sekitar 15 - 20%
yang sudah bermitra dengan dunia usaha,
serta lembaga pemerintahan laln, sepert
Dinas Koperasl dalam hal penguatan modal
usaha KUBE, dan Dinas Perindag dalam
peningkatap  kualitas produk dan

penerbitan PIRT,
Variabel Komunikasi Proses komunikasi dalam Iimplementasl
Implementasl program KUBE di Kabupaten Bintan telah
Kebijakan berjalan dengan baik, yaitu secara

Edward (1| berjenjang  sasialisasi  dilakukan oleh

Kementerian Sosial melalul Rakornis setiap
akhir tahun dan awal tahun, kemudian
Dinas  Soslal Kabupaten melakukan
Bimbingan Teknis hagi pengurus KUBE dan
fendamping KUBE. KXomunikasl juga
berfangsung secara rutin melalui rapat
koordinasi bulanan dan juga pertemuan
rutin bulanan masing-masing KUBE yang
sudah terjadwal dengan baik.

Di sigl laln, hambatan dalam komumikasi
terdapat pada proses soslalisasl program i
dan Almbingan Teknis, dengan anggaran
yang terbatas mengakibatkan tidak semua
anggota KUBE dapat mengikuti soslalisas!
dan bimbingan teknis, melainkan banya
perwakilan pengurus. DN samping iu
pelaksanaan bimbingan tekmds dengan
waktu yang singkat tidak memberikan
pemahaman yang mendalam bagi peserta
bimbingan teknis tentang KUBE. Sifatnya
hanya pengenalan secara umum, sehingga
pemahaman anggota KUBE masih dangkal
dan terbatas.

Sumber Daya Sumber daya yang mendukung
Implementasi Program KUBE di Kabupaten
Bintan, antara lain:

- Tersedianya tenaga pendampirg KUBE
sebanyak 35 orang untuk melakukan
pendampingan terhadap 302 KUBE yang
ada di Kabupaten Bintan,

- Dukungan dari Pemerintah Pusat dan
femerintah  Daerah  baik  eksekutif
maupun legislatif nampak darl besaran
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jumlah alokasi anggaran untuk program
KUBE cukup signifikan, yaltu 500 |uta
sampai dengan 1,5 milyar umtuk bantuan
KUBE, dan 350 juta — S00 Juta untuk dana
pembinaan KUBE.

Sedangkan faktor penghambat dapat
diamat] dari pernyataan-pemyaatn
|tersebut, antara lain:

- Pendamping KUBE yang aktif melakukan
tugas pendampingan hanya berkisar 40 %
darl jumlah pendamping 35 orang.

- Pembagian tugas pendamping
berdasarkan wilayah membuat jumlah
KUBE dampingan tidak sama, dimana
ssbaglan  pendamping memlilikd KUBE
dampingan demgan jumlah yang banyak,
dan di sisi lain 2da pendamping hanya
mendampingl beberapa KUBE, namun
pemberian insentif sama rata,

Jumlah insentif yang diberikan kepada
pendamping tidak memadai, tdak sesuai
dengan beban kerja yang ditanggungrya.
Demikian juga dengan fasiiltas pendukung
lain seperti ATX dan transportasl masih
dibebankan kepada pendamping itu
sendiri.

Disposisl Faktor pendukung dari variabel disposisl
pada implementasi program KUBE di
Kabupaten Bintan yaitu:

- Pemahaman dan penguasaan tentang
tujuan program darl implemertator
sampal tngkat paling teknis, yaitu
pendamping KUBE, terungkap dari
Jawaban yang lugas tentang tugas dan
fungsi masing-masing.

- Slkap optimisme dan antusias serta
komitmen implementator untuk
keberhasilan program ditunjukkan dengan
upaya membangun jejaring dalam
pembinaan dan pengembangan KUBE.

- Upaya menjaga akuntabilitas dan
transparansl  implementasi  program
ditunjukkan melfalui monitoring dan
koordlnasi  yang rutin @ dari  para
implementator.

Sedangkan faktor penghambat variabel
disposisi implementasi program KUBE dapat
disebutkan sebagai berikut:

- Profesionalitas Implementatar teknis yaitu
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Pendamping KUBE befum tercipta. Tugas
pendampingan masih merupakan tugas
pengabdlan dan wujud kepedyllan sosial.

- Dukungan stokeholder dalam membangun
jejaring kerja pembinaan dan
pengembangan KUBE belum optmal,
sinergitas program belum dapat berjalan
karena ego sektor darl masing-masing

instansi,
Struktur Birokrasi Faktor pendukung struktur  biokras!
implementasi program KUBE di Kabupaten
Bintan sebagai berikut:

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan
program sudah tertuang dalam buku
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
program yang dikeluarkan oleh masing-
masing Direktorat dar Kemenmterian Sasial
RI.

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
program telah dijabarkan lebth teknis
dalam Peraturan Bupati, sehingga dapat
dijadikan  acuan bagi  implementator
program,

- Koordinasi secara wvertikal dengan
Kementerian Sosial dan Dlnas Soslal
Provinsl Kepulauan Riau berjalan dengan
halk, demiklan juga koordinasl secara
horizontal dengan dinas instanst terkait dl
Kabupaten Bintan.

v

Sedangkan factor-faktor penghambat dalam
wvariabel struktur birokrasi dalam
implementasi program KUBE di Kabupaten
Bintan yaitu:

- Belum ada SOP pelaksanaan program
¥UBE Kabupaten Bintan, sehingga masih
mengacu pada Jjuklak dan Juknis dari
Kementerian Sosial, yang memiliki
perbedaan dari masing-masing Direktorat.
Koordinasi lintas sektor yang belum
optimal dalam pembinaan dan
pengembangan KUBE.
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